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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama 

Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 

buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 

transliterasi. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat 

Kepenetapan  Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, 

sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge 

Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
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sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز
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 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ؼ

 Qaf q ki ؽ

 Kaf k ka ؾ

 Lam l el ؿ

 Mim m em ـ

 Nun n en ف

 Wau w we و
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 Ha h ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya y ye ي

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 
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Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 syariaah-maqashid asy  مقاصدَالشريعة -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: 

رَةٌَ -  muqaddarah  مُقَدَّ
 at-takharaja التخارج -
ينَُ -  al-din الَْدِّ
 al-nafs النفس -
 asy-syariah الشريعة -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال
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1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 al-Qur‟an  القرآن -
 al-waris  الْوَارِثُ  -
 al-nafs النفس -
 al-„aql العقل -
 al-maal الداؿ -

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 al-Qur‟an  القرآن -



 

xvi 
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: al-Qur‟an 

bukan Al-Qur‟an, at-Tirmidzi bukan At-Tirmidzi, az-Zuhaili bukan Az-Zuhaili. 
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ABSTRAK 

 

Diffada Achmadiansyah, NIM 17210030, 2022. Penyelesaian Perkara 

Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pandangan 

Hakim dan Ulama Di Kota Denpasar, Bali). Skripsi. Program Studi 

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi M.A. 
 

Kata Kunci : Waris, Kewarisan Bertingkat, Maqashid Syariah  

Perkara kewarisan di Indonesia sering kali muncul karena didasari oleh 

perasaan kurang adilnya pembagian harta waris, kemudian menjadi awal dari 

perselisihan antar ahli waris, karena kurangnya ilmu pengetahuan di tengah 

masyarakat tentang pentingnya pembagian waris, menyebabkan masyarakat 

menganggap remeh dan menunda pembagian waris hingga berlarut-larut yang 

akhirnya dapat menimbulkan persoalan baru dalam sistem kewarisan yakni 

terjadinya kewarisan bertingkat (munasakhat). Permasalahan seperti ini pernah 

terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar yang dimana tertuang dalam 

penetapan perkara nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Dps. Maka dari itu fokus penelitian 

ini adalah mengetahui pendapat Hakim dan Ulama di Denpasar terkait 

penyelesaian perkara kewarisan bertingkat di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, 

Bali dan menganalisa perbedaan pendapat Hakim dan Ulama tersebut terkait 

penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam perspektif maqashid syariah? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan prinsip 

maqashid syari‟ah. Data penelitian empiris diperoleh melalui studi lapangan yang 

meliputi wawancara dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini yakni data 

primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku-buku 

dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu: (1) pendapat hakim 

mengatakan bahwa dalam penyelesaian perkara dengan persoalan atau kasus 

seperti kewarisan bertingkat dengan kondisi harta yang sedikit, alangkah baiknya 

digunakan dengan perdamaian atau menggunakan konsep Takharuj. Namun, 

ulama mengatakan perdamaian dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat 

dengan kondisi seperti apapun tetap harus sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam al-Qur‟an. (2) perbedaan pendapat ini kemudian di analisis penulis 

bahwasanya pendapat hakim tentang penyelesaian perkara kewarisan bertingkat 

ini menggunakan kosnpen takharuj dirasa lebih utama dan adil di terapkan dalam 

persoalan pada penelitian ini dari pada pendapat ulama yang menggunakan 

ketentuan sesuai dalam  al-Qur‟an. Karena penerapan takharuj dalam hal ini 

sesuai dengan pasal 174 KHI dan Kitab undang-undang hukum perdata pasal 832 

yang membolehkan istri untuk menmahjub saudara pewaris serta berdasarkan 

maqashid Syariah yang dimana konsep takahruj jika diterapkan maka akan 

mengakomodir maslahat al-khamsah yakni  hifdz din, hifdz nafs, hifdz nasl dan 

hifdz mal .                               
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ABSTRACT 

Diffada Achmadiansyah, NIM 17210030, 2022. Settlement of Inheritance Cases 

with Maqashid Sharia Perspective (Study of Judges' and Ulama's Views 

in Denpasar City, Bali). Thesis. Islamic Family Law Study Program, 

Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 

Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi M.A. 
 

Keywords: Inheritance, Multilevel Inheritance, Maqashid syariah. 

Inheritance cases in Indonesia often arise because they are based on feelings 

of unfair distribution of inheritance, then become the beginning of disputes 

between heirs, due to lack of knowledge in the community about the importance 

of inheritance distribution, causing people to underestimate and delay inheritance 

distribution until it drags on. which in turn can cause new problems in the 

inheritance system, namely the occurrence of multilevel inheritance (munasakhat). 

Problems like this have occurred in Pemecutan Kelod Village, Denpasar City, 

which is stated in the determination of case number 22/Pdt.P/2018/PA.Dps. 

Therefore, the focus of this research is to find out the opinions of judges and 

scholars in Denpasar regarding the settlement of multilevel inheritance cases in 

Pemecutan Kelod Village, Denpasar, Bali and analyze the differences of opinion 

between judges and scholars regarding the settlement of multilevel inheritance 

cases in the perspective of maqashid sharia? 

The research method used in this study is an empirical legal research 

method with a qualitative approach and a maqashid shari'ah principle approach. 

Empirical research data obtained through field studies which include interviews 

and documentation. The data sources of this research are primary data obtained by 

interview and secondary data obtained from books and documents related to 

research. 

The results of the research that the author did were: (1) the opinion of the 

judge that in resolving problematic cases or problems such as tiered inheritance on 

the condition that the property was small, it was better to use peace or use the 

concept of takruz. However, the scholars say that peace in resolving multilevel 

inheritance issues under any conditions must remain in accordance with the 

provisions in the Qur'an. (2) Then the author analyzes the difference of opinion 

that the opinion of the judge in solving the problem of inheritance of this group by 

using the concept of graduation is more important and fair to apply in the problem 

in this study than the opinion of the scholars. Who uses the laws according to the 

Qur'an. Because the application of takhrir in this case is in accordance with 

Article 174 of the Civil Code and Article 832 of the Civil Code, which allows the 

wife of the heir to wear a hijab and is based on Shariah goals, where the concept 

of takhrir, if applied, will absorb the benefits of five, namely hifdz din, hifdz nafs, 

Hifdz Nasl and Hifdz Mal. 

 



 

xxiii 
 

 لبحث مستخلصا

َالشريعةَمقاشيدَمنظورَمنَالديراثَقضاياَتسوية17210030ََ،2022َ،َنيم.ََديفاداحمدينشة
كَليةَ برنامجَالدراسةَاألحواؿَالشخصيةَ،(.باليَ،َدينباسارَمدينةَفيَوالعلماءَالقضاةَآراءَدراسة) ،

المحموديَ  زين الدكتوراهؼ:َمالانج.َالدشرََالحكوميةالشريعةَ،َجامعةَمولاناَمالكَإبراىيمَالإسلامية
،M.A 

 

 ،َالديراثَمتعددَالدستوياتَ،َمقاصدَالشريعة ميراثالكلماتَالدفتاحية:َ

َتصبحَثمَ،َللميراثَالعادؿَغيرَالتوزيعَمشاعرَإلىَتستندَلأنهاَإندونيسياَفيَالديراثَقضاياَتنشأَماَغالبًا
َمنَيقللوفَالناسَيجعلَمماَ،َالديراثَتوزيعَأهميةَحوؿَعالمجتمَفيَالدعرفةَنقصَبسببَ،َالورثةَبينَالخلافاتَبداية
َوىيَ،َالوراثةَنظاـَفيَجديدةَمشاكلَيسببَأفَيمكنَبدورهَوىذاَ،َتطوؿَحتىَويؤخرونوَالديراثَتوزيعَشأف

َدينباسارَمدينةَ،َكيلودَبيميكتافَقريةَفيَكهذهَمشاكلَحدثت(.َالدناسخات)َالدستوياتَمتعددَالديراثَحدوث
َالبحثَىذاَتركيزَينصبَ،َلذلك.Pdt.P / 2018 / PA.Dpsَ/22َََرقمَالقضيةَتحديدَفيَورمذكَوىوَ،

َقريةَفيَالدستوياتَمتعددةَالديراثَقضاياَبتسويةَيتعلقَفيماَدينباسارَفيَوالعلماءَالقضاةَآراءَمعرفةَعلى
َبتسويةَيتعلقَفيماَالعلماءوََالقضاةَبينَالرأيَفيَالاختلافاتَوتحليلَ،َوباليَ،َودينباسارَ،َكيلودَبيميكيتاف
 الشريعة؟َمقاشدَمنظورَفيَحالاتَالدستوياتَمتعددَالديراث

َمقاصدَومنهجَنوعيَمنهجَذوَتجريبيَقانونَبحثَمنهجَىوَالدراسةَىذهَفيَالدستخدـَالبحثَمنهجَإف
َشرعي َالدقابلاتَتشملَوالتيَالديدانيةَالدراساتَخلاؿَمنَعليهاَالحصوؿَتمَالتيَالتجريبيةَالبحثَبيانات.
َوالتوثيق َوالبياناتَالدقابلةَطريقَعنَعليهاَالحصوؿَتمَالتيَالأوليةَالبياناتَىيَالبحثَىذاَبياناتَمصادر.
 .بالبحثَالدتعلقةَوالوثائقَالكتبَمنَعليهاَالحصوؿَتمَالتيَالثانوية

َالقضاياَأوَالدشاكلَذاتَالقضاياَحلَفيَأنوَالقاضيَرأي(1َ:َ)ىيَالدؤلفَأجراهَالذيَالبحثَنتائج
َالاستخداـَأوَالسلاـَاستخداـَالأفضلَمنَسيكوفَ،َقليلةَملكيةَظروؼَمعَالدستوياتَمتعددَالديراثَمثل
َيجبَشروطَبأيَالدستوياتَمتعددةَالديراثَقضاياَتسويةَفيَالسلاـَإفَالعلماءَيقوؿَ،َذلكَومع.َتخارجَمفهوـ
َتسويةَفيَالقاضيَرأيَبأفَالرأيَفيَالاختلاؼَىذاَالدؤلفَيحللَثم(2َ.َ)القرآفَفيَالواردةَللأحكاـَوفقًاَيظلَأف

َالدراسةَىذهَفيَالدشكلةَفيَللتطبيقَوإنصافاًَأهميةَأكثرَيعتبرَالتخرجَمفهوـَباستخداـَىذهَالطبقيةَالديراثَقضية
َالعلماءَرأيَمن َللقرآفَوفقاَالأحكاـَيستخدموفَالذين. َادةالدَمعَيتوافقَالحالةَىذهَفيَالتخارجَتطبيقَلأف.

174َKHIََمقاصدَإلىَوتستندَالوريثَمحجوبَمنَللزوجةَتسمحَالتيَالددنَالقانوفَمن232ََالدادةَو
َ،َالدينَحفظَوىيَوىيَالخمسة-.َآؿَفائدةَيستوعبَسوؼَ،َتطبيقوَتمَإذاَ،َالتكهرجَمفهوـَحيثَالشريعة
َماؿَوحافظَنسلَحفظَ،َنفسَحفظ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gambling melalui 

sumber hukum utama, yaitu Al-Qur‟an dan Hadits. Meskipun demikian tidak 

menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak 

menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu 

penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang 

berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan 

rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat 

Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan 

oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara 

pembagian harta warisan.
1
 

Pemahaman masyarakat Indonesia terkait pembagian harta waris sering 

kali menyebabkan masyarakat kita menyepelekan pembagian harta waris ketika 

salah satu sanak keluarganya ada yang meninggal dunia. Pembagian harta waris 

tidak jarang ditangguhkan oleh para ahli waris setelah sang pewaris meninggal 

dunia, penangguhan ini menyebabkan masalah dikemudian hari karena semakin 

lama pembagian harta waris tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan akan ada 

ahli waris lain yang meninggal dunia. Jika hal ini terjadi maka hadirlah fenomena 

yang dinamakan kewarisan bertingkat. Untuk memudahkan perhitungan hak

                                                           
1
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004) 
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 kewarisan ahli waris tersebut dalam fikih mawaris terdapat perhitungan melalui 

metoda al-munasakhat. Dinamakan munasakhat karena peristiwa kasus kewarisan 

yang pertama dialihkan kepada peristiwa kasus kewarisan yang kedua, disebabkan 

terdapat pengalihan harta waris dari seorang atau beberapa orang ahli waris 

kepada ahli waris yang lain. 

Peristiwa diatas pernah terjadi di Pengadilan Agama Denpasar, terlihat  

pada putusan Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps tanggal 15 Maret 2018. Didalam 

putusan ini, suami sebagai pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang 

ibu yang menurut hukum Islam mendapatkan 1/6 karena pewaris meninggalkan 

seorang anak. Lalu, pewaris juga meninggalkan seorang istri yang secara hukum 

Islam mendapatkan 1/8 dikarenakan sang suami meninggalkan anak. Dalam 

prakteknya, pengaturan pembagian harta waris ini ternyata berlarut-larut dan tak 

kunjung selesai, hingga kemudian ibu ahli waris meninggal dunia sebelum 

pembagian harta waris tersebut, sehingga menimbulkan warisan baru. Karena ibu 

adalah termasuk pada golongan yang kedua dari tingkatan ahli waris, maka istri 

tidak dapat menggantikannya. Dikarenakan kondisinya seperti ini, maka 

pembagian harta waris pada tingkatan kedua ini jatuh kepada orang yang memiliki 

hubungan darah dengan si pewaris yaitu saudara kandung pewaris.  

Selanjutnya dalam perkara tersebut majelis hakim menetapkan sebagian 

harta jatuh kepada ahli waris kedua yakni saudara kandung dari pewaris karena 

adanya kewarisan bertingkat, dan hal ini didasarkan atas kepastian hukum sesuai 

dengan hukum Islam, namun disisi lain penetapan disinyalir mengabaikan situasi 

dan latar belakang istri yang harus mengasuh dan membesarkan anak karena 
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perkawinan dengan ahli waris. Penulis menemukan kurangnya rasa keadilan 

karena majelis hakim terkesan mengesampingkan situasi istri pewaris yang harus 

menghidupi anaknya dengan sisa harta yang dimilikinya.  

Dari fenomena diatas, penulis melihat keputusan yang diberikan oleh 

majelis hakim dalam kondisi perkara kewarisan bertingkat tersebut tidak dapat 

mencerminkan keputusan yang mewujudkan kemaslahatan dan menghindari 

segala kerusakan. Padahal posisi majelis hakim didalam perkara tersebut adalah 

pihak yang seharusnya dapat memberikan kemaslahatan dari putusan yang ia 

putuskan. Majelis Hakim diharapkan dapat menerapkan teori Maqasid As-syariah 

ke dalam putusannya agar dapat  mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan yang 

menurut Al-Syaithibi yaitu terdiri dari 3 bagian yaitu dharuriyah, hajiyah dan 

tahsaniyah. Terdiri dari lima pokok yang harus dilindungi dan dipelihara. Kelima 

Pokok itu ialah agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
2
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik mengangkat 

permasalahan tersebut dan membahasnya dalam bentuk penelitian skripsi yang 

berjudul: “PENYELESAIAN PERKARA KEWARISAN BERTINGKAT 

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI PANDANGAN HAKIM DAN 

ULAMA DI KOTA DENPASAR, BALI).” 

 

 

 

 

                                                           
2
 Abu Ishaq Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah, Jilid II, (Beirut-Lebanon:Dar Al Kutub Al-

Ilmiyah, 2004), h. 7-8 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa pandangan Hakim dan Ulama di Kota Denpasar terkait penyelesaian 

perkara kewarisan bertingkat yang terjadi di Desa Pemecutan Kelod, 

Denpasar, Bali ? 

2. Bagaimana perbedaan pendapat Hakim dan Ulama tersebut terkait 

penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam perspektif maqashid 

syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, maka tentunya ada 

beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Untuk mengkaji pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar, sehubungan 

dengan penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang terjadi di Desa 

Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali. 

2. Untuk menganalisa perbedaan pendapat Hakim dan Ulama tersebut terkait 

penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam perspektif maqashid 

syariah. 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka 

diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain: 
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1. Secara Teoritis  

Dengan munculnya hasil penelitian ini diharapkan pendapat hakim dan 

ulama terkait penelitian ini dapat menjadi bahan teoritis guna kepentingan 

penulisan karya tulis berbentuk ilmiah dan dapat memberikan masukan 

sebagai salah satu acuan hukum waris serta berguna dalam pengembangan 

penelitian hukum yang dipelajari baik secara khusus oleh mahasiswa lain atau 

terhadap masyarakat luas. 

2. Secara Praktis 

2.1 Bagi Penulis 

Diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan ilmu serta 

menjadi bahan pembelajaran dan pemahaman bagi pengembangan keilmuan 

khususnya dalam bentuk penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam 

hukum Islam. 

2.2 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan 

pada masyarakat luas yang berguna sebagai acuan atau pedoman untuk 

memahamai tentang kewarisan dalam hukum kewarisan Islam. 

E. Definisi Operasional 

1) Hukum Kewarisan Islam dalam KHI Pasal 171 (a) adalah Hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan 

(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris 

dan berapa bagiannya masing-masing. 
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2) Kewarisan bertingkat atau dapat disebut dengan kata munaskhat ini 

memiliki pengertian menurut istilah ilmu faraidh arti kata ialah 

meninggalnya salah satu ahli waris sebelum terjadinya pembagian harta 

warisan yang menyebabkan adanya pemindahan bagian seorang atau 

beberapa ahli waris kepada ahli warisnya atau dapat diakatakan bahwa 

bagian warisannya langsung berpindah kepada ahli waris lainnya 

3) Maqâshid al-Syari‟ah menurut Ibn „Âshûr adalah tujuan, maksud atau 

suatu yang hendak diwujudkan oleh syari'ah melalui ketentuan-ketentuan 

hukumnya. Hal ini sama dengan pengertian yang diungkapkan oleh Al-

Syatibi. 

F. Sistematika Penulisan 

Gambaran pokok perihal sistematika pembahasan pada penulisan 

penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut, yang meliputi: 

BAB I: Pendahuluan, didalam bab pendahuluan ini berisikan latar 

belakang permasalahan yang melatarbelakangi penelitian penulis, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka, adapun sub bab dalam bab II ini terdiri dari 

penelitian terdahulu yang berisikan mengenai penelitian yang sudah dilakukan 

oleh peneliti-peneliti dahulu dan kajian teori yang membahas dan memaparkan 

berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan disusun. 

BAB III: Metode Penelitian, dalam metode penelitian akan dibahas 

beberapa poin yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Adapun 
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poin-poinnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data dan juga pengolahan data. 

BAB IV: Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil 

penelitian yang didapat di lapangan. Diantaranya tentang pandangan Hakim dan 

Ulama di Kota Denpasar terkait penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang 

terjadi di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali dan pendapatnya tentang hal 

tersebut dilihat dari perspektif Maqashid as-Syariah. 

BAB V: Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir yang terdapat pada 

penelitian ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas jawaban dari rumusan 

masalah yang sudah disebutkan diawal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Untuk lebih memahami penelitian ini, penting untuk terlebih dahulu 

mengevaluasi penelitian yang memiliki permasalahan yang sesuai dan yang ada. 

Sebagai pembanding, peneliti berharap dapat menemukan hasil akhir dan 

memberikan kesimpulan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti adalah: 

1. Ghumam Khumaini Rohman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian 

Waris (Analisis Penetapan  Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.YYK)”. Dalam 

skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan 

hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian pembagian 

waris dengan penetapan  perkara nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.YYK sudah 

sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka.  

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya dalam 

perkara tersebut hakim memberikan bagian waris dengan menggunakan 

aturan waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Meskipun dalam halite terdapat aturan lain yakni adanya surat wasiat dan 

seharusnya diprioritaskan dalam pembagian waris ini namun hakim 

mengesampingkan hal itu. Dengan begitu hakim telah sesuai dengan asas 

keadilan dan aturan hukum di Indonesia.
3
     

            

                                                           
3
 Ghumam Khumaini Rohman, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris 

(Analisis Penetapan  Nomor 138/Pdt.G/2014/Pn.Yyk)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26787  

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26787
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Dalam penelitian yang ditulis oleh Ghumam Khumaini Rohman ini 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal 

persamaan yaitu memilih menggunakan pendapat hakim dan ulama 

penyelesaian masalah pembagian kewarisan. Dan dari segi perbedaan 

Ghumam Khumaini Rohman menggunakan studi pustaka untuk melihat 

dan hasil dalam penelitian mengedepankan dokumen-dokumen seperti 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan peneliti menggunakan 

pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar kaitannya dengan 

penyelesian perkara kewarisan bertingkat dan bagaimana hal tersebut 

dilihat dari perspektif maqashid syariah.  

 

2. Muhammad Syahrul Ramdhani, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta “Penyelesaian Kasus Munasakhah dan Ahli Waris 

Pengganti Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi 

ini peneliti bertujuan untuk mengetahui penejelasan terkait penyelesaian 

kasus munasakhah dan ahli waris pengganti pada penetapan  nomor 

648/Pdt.G/2018/PA.JP yang ditinjau dari fiqh dan Kompilasi Hukum 

Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif 

atau penelitian hukum kepustakaan.  

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya 

penyelesaian pada kasus munasakhah ini hakim melakukan ijtihad hukum 

dalam memutus dan mengadili kasus ahli waris pengganti karena 

memasukan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pewaris yang 

meninggal lebih dahulu yang didasarkan dengan pasal 185 dan pasal 171 

huruf c Kompilasi Hukum Islam
4
.  

Dalam penelitian yang ditulis oleh Syahrul Ramdhani ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal 

persamaan yaitu membahas tentang terjadinya kasus kewarisan bertingkat 

                                                           
4
 Muhammad Syahrul Ramdhani, “Penyelesaian Kasus Munasakhah Dan Ahli Waris Pengganti 

Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan  No. 684/Pdt.G/2018/Pa.Jp)” 

(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48550  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48550
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(Munaskhah) dalam kajian teori penelitiannya. Dan dari segi perbedaan 

Syahrul Ramdhani menggunakan perspektif Fiqh dan Kompilasi hukum 

Islam untuk melihat hasil dari penelitian tersebut. Sedangkan peneliti 

menggunakan pandangan hakim dan ulama di Kota Denpasar kaitannya 

dengan penyelesian perkara kewarisan bertingkat dan bagaimana hal 

tersebut dilihat dari perspektif maqashid syariah. 

 

3. Uswatun Khasanah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 

“Sistem Waris Takharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya 

Dengan Keadilan”. Dalam skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui 

pendapat Syaikh Ibnu Abidin dan KHI tentang pembagian harta waris 

secara takharuj serta relevansinya dalam keadilan. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan.  

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya 

penyelesaian pembagian kewarisan secara takharuj ini menurut Syaikh 

Ibnu Abidin dan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan yakni 

mengharuskan adanya keridhoan antara satu dengan yang lain dan sama-

sama menjunjung nilai keadilan yang tinggi
5
.  

Dalam penelitian yang ditulis oleh Uswatun Khasanah ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal 

persamaan yaitu penggunaan takharuj sebagai saran penyelesaian 

peerkara waris dalam penelitiannya.. Dan dari segi perbedaan Uswatun 

Khasanah menggunakan penelitian kepustakaan yang mengambil dari 

pendapat Syaikh Ibnu Abidin untuk melihat hasil dari penelitian tersebut. 

Sedangkan peneliti menggunakan pandangan hakim dan ulama di Kota 

Denpasar kaitannya dengan penyelesian perkara kewarisan bertingkat dan 

bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif maqashid syariah. 

 
                                                           
5
 Uswatun Khasanah, “Sistem Waris Takharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan Relevansinya 

Dengan Keadilan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 
http://eprints.walisongo.ac.id/8104/1/132111151.pdf 

http://eprints.walisongo.ac.id/8104/1/132111151.pdf
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4. Hamdani, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh “Kosnep 

Takharuj Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh 

Utara dan Lhokseumawe)”. Dalam disertasi ini peneliti bertujuan untuk 

mengetahui pembagian warisan berdasarkan konsep takharuj dan 

kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis 

empiris.  

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya 

penyelesaian pembagian kewarisan secara takharuj ini boleh dilakukan 

dari awal sebelum pembagian warisan dilakukan, hanya ahli waris yang 

keluar harus mengerti beberapa bagian yang menjadi haknya dan 

kemudian dapat diambil yang kemudian memberikan kepada ahli waris 

lainnya sebagai sedekah
6
.  

Dalam penelitian yang ditulis oleh Hamdani ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dalam hal 

persamaan yaitu penggunaan takharuj sebagai saran penyelesaian 

peerkara waris dalam penelitiannya. Dan dari segi perbedaan Hamdani 

membahas penelitian konsep takharuj ini dengan pembagian warisan 

menurut adat di Aceh untuk melihat hasil dari penelitian tersebut. 

Sedangkan peneliti menggunakan pandangan hakim dan ulama di Kota 

Denpasar kaitannya dengan penyelesian perkara kewarisan bertingkat dan 

bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif maqashid syariah. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Hamdani, “Kosnep Takharuj Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara 

dan Lhokseumawe)” (Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 
https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21690/1/Hamdani.pdf  

https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21690/1/Hamdani.pdf
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti/ 

Perguruan 

Tingi, 

Tahun 

Judul Persamaan Perbedaan 

1 Ghumam 

Khumaini 

Rohman, 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta -

skripsi-2017 

Pertimbangan 

Hakim Dalam 

Peneyelsaian 

Pembagian Waris 

(Analisis 

Penetapan  

Nomor 

138/Pdt.G/2014/P

n.YYK) 

Menggunakan 

pertimbangan 

hakim dalam 

penyelesaian 

masalah 

pembagian 

kewarisan 

Menggunakan 

studi pustaka 

untuk melihat 

dan hasil dalam 

penelitian 

mengedepankan 

dokumen-

dokumen seperti 

Kitab Undang-

undang Hukum 

Perdata 

2 Muhammad 

Syahrul 

Ramdhani, 

Universitas 

Islam Negeri 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta -

skripsi-2019 

Penyelesaian 

Kasus 

Munasakhah dan 

Ahli Waris 

Pengganti 

Perspektif Fiqh 

dan Kompilasi 

Hukum Islam 

Mengguanakan 

metode 

munasakhah 

dalam kajian 

teori 

penelitiannya 

Menggunakan 

perspektif Fiqh 

dan Kompilasi 

hukum Islam 

untuk melihat 

hasil dari 

penelitian 

tersebut 

3. Uswatun 

Khasanah, 

Universitas 

Islam Negeri 

Walisongo 

Semarang -

skripsi-2017 

Sistem Waris 

Takharuj Menurut 

Syaikh Ibnu 

Abidin dan 

Relevansinya 

Dengan Keadilan 

penggunaan 

takharuj 

sebagai saran 

penyelesaian 

peerkara waris 

dalam 

penelitiannya. 

Menggunakan 

penelitian 

kepustakaan 

yang 

mengambil dari 

pendapat Syaikh 

Ibnu Abidin 

untuk melihat 

hasil dari 

penelitian 

tersebut 

4. Hamdani, 

Universitas 

Islam Negeri 

Ar-Raniry 

Banda Aceh -

Disertasi-

2021 

Kosnep Takharuj 

Dalam Pembagian 

Warisan di Aceh 

(Studi di 

Kabupaten Aceh 

Utara dan 

Lhokseumawe) 

penggunaan 

takharuj 

sebagai saran 

penyelesaian 

peerkara waris 

dalam 

penelitiannya. 

Membahas 

penelitian 

konsep takharuj 

ini dengan 

pembagian 

warisan 

menurut adat di 

Aceh untuk 
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melihat hasil 

dari penelitian 

tersebut 

 

B. Kerangka Teori 

1. Hukum Kewarisan Islam  

a. Pengertian 

Dalam beberapa literature hukum Islam ditemukan beragam 

penyebutan terkait hukum kewarisan Islam yang diantaranya seperti: 

Faraidh, Fikih Mawaris dan Hukm al-Waris
7
.  

Lafadz faraidh sendiri adalah jamak dari lafadz fariidhah yang 

berarti kewajiban atau dapat diartikan sama dengan muqaddarah yang 

berarti sesuatu yang telah ditetapkan setiap bagiannya secara jelas
8
. 

Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan faraidh karena ketentuan 

dalam al-Qur‟an lebih banyak dijelaskan tentang bagian yang telah 

ditentukan dari pada bagian yang tidak ditentukan ataupun dapat 

diartikan bahwa penyebutan faraidh ini dilandasi pada bagian yang 

diterima oleh ahli waris
9
.  

Sedangkan dalam literature hukum di Indonesia penggunaan 

kata faraidh digantikan dengan kata waris, pusaka ataupun hukum 

kewarisan. Penggunaan kata “waris” disini didasari pada harta warisan 

yang menjadi objek hukumnya.  

                                                           
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 5. 

8
 Amni Nur Baits, Pengantar Ilmu Waris (Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020)., 60. 

9
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam., 5. 
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Kata waris sendiri berasal dari bahasa arab Al-mirats yang 

berasal dari bentuk mashdar lafadz waritsa-yaristu-irtsan-miiraatsan 

yang berarti perpindahan harta atau sesuatu dari satu orang ke orang 

lain
10

. Kata mirats juga memiliki bentuk jamak yakni mawaris yang 

berarti harta warisan atau pusaka peninggalan dari orang yang telah 

meninggal
11

.  

Jika dilihat dari arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) waris ini berarti orang yang berhak menerima harta pusaka 

dari orang yang telah meninggal dunia
12

. Dengan demikian pengertian 

waris ini menurut hukum Islam merupakan proses berpindahnya harta 

pusaka almarhum berupa benda berwujud ataupun berupa hak material, 

kepada keluarganya yang telah menyatakan hak sesuai dengan 

hukum
13

. 

Kemudian adanya penggunan kata “hukum” pada kalimat 

hukum kewarisan Islam ini berarti seperangkat aturan yang mengikat 

dan adanya kata “Islam” yang berarti menjadi dasar atau rujukan 

dalam aturan tersebut. Dengan demikian hukum kewarisan Islam 

menurut Amir Syarifuddin ialah seperangkat aturan tertulis 

berdasarkan wahyu Allah dan Nabi Sunnah tentang pengalihan harta 

                                                           
10

 Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani, 2007)., 
33. 
11

 Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam,  (Jakarta: Kencana, 
2016), 4. 
12

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1386. 
13

 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam, 12. 
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atau barang materi dari orang mati kepada yang hidup, yang ketentuan 

ini diakui dan dianggap berlaku serta mengikat untuk semua umat 

Islam
14

. 

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam 

Adapun sumber atau daar hukum kewarisan Islam yang terdiri 

dari nash yang terdapat pada Al-Qur‟an dan Hadis Nabi. Ayat-ayat Al-

Qur‟an dan beberapa hadist yang mengatur waris Islam diantaranya:  

1) Surat an-Nisa‟ ayat 7 sebagai berikut: 

للِرّجَِاؿَِنَصِيبٌَممَّاَتػَرَؾََالْوَالِدَافَِوَالْأقَػْرَبوُفََوَللِنِّسَاءَِنَصِيبٌَممَّاَتػَرَؾََالْوَالِدَافَِ

كََثػُرَََۚنَصِيبًاَمَفْرُوضًاوَالْأقَػْرَبوُفََممَّاَقَلََّمِنَْ َوَُأوَْ

 

 

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) 

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau 

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa‟ 

:7)
15

 

 

2) Surat an-Nisa‟ ayat 11 sebagai berikut: 

َاثػْنػَتػَيْنَِ َفػَوْؽَ َنِسَاءً كَُنَّ َفإَِفْ َۚ َالْأنُػْثػَيػَيْنِ َحَظِّ َمِثْلُ َللِذَّكَرِ َۖ َاللَََُّّفيَأوَْلَادكُِمْ يوُصِيكُمُ

كََانَتَْوََ َوَإِفْ َۖ َتػَرَؾَ َمَا َثػُلُثاَ هُمَاَفػَلَهُنَّ َمِنػْ َوَاحِدٍ َلِكُلِّ َوَلِأبَػَوَيْوِ َۚ َالنِّصْفُ َفػَلَهَا احِدَةً

ََۚ وَِالثػُّلُثُ ََۚفإَِفَْلَََْيَكُنَْلَوَُوَلَدٌَوَوَرثِوََُأبَػَوَاهَُفَلِأمُِّ كََافََلَوَُوَلَدٌ فإَِفََْالسُّدُسَُممَّاَتػَرَؾََإِفْ

                                                           
14

 Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam, 4 
15

 Tim Penerjemah, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 138. 
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وَِالسُّدُسََُۚمِنَْبػَعْدَِ وَصِيَّةٍَيوُصِيَبِِاََأَوَْدَيْنٍََۗآبَاؤكُُمَْوَأبَػْنَاؤكُُمَْلَاََكَافََلَوَُإِخْوَةٌَفَلِأمُِّ

كََافََعَلِيمًاَحَكِيمًا ََۗإِفََّاللَََّّ ََۚفَريِضَةًَمِنََاللََِّّ  تَدْرُوفََأيَػُّهُمَْأقَػْرَبَُلَكُمَْنػَفْعًا

َ

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 

tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa‟: 11)
16

 

 

 

3) Surat an-Nisa‟ ayat 12 sebagai berikut: 

كََافََلَذنََُّوَلَدٌَفػَلَكُمَُالرُّبعَُُممَّ ََۚفإَِفْ َوَلَدٌ يَكُنَْلَذنَُّ اَوَلَكُمَْنِصْفَُمَاَتػَرَؾََأزَْوَاجُكُمَْإِفَْلَََْ

َالرُّبعَُُممَّاَتػَركَْتُمَْإِفَْلَََْيَكُنَْلَكُمَْوََ ََۚوَلَذنَُّ ََۚمِنَْبػَعْدَِوَصِيَّةٍَيوُصِيَنَبِِاََأَوَْدَيْنٍ ََۚلََتػَركَْنَ دٌ

َوَإِفََْ َۗ َأَوَْدَيْنٍ َمِنَْبػَعْدَِوَصِيَّةٍَتُوصُوفََبِِاَ َالثُّمُنَُممَّاَتػَركَْتُمَْۚ كََافََلَكُمَْوَلَدٌَفػَلَهُنَّ فإَِفْ

هُمَاَالسُّدُسََُۚفإَِفََْ َوَاحِدٍَمِنػْ كََلَالَةًَأوََِامْرَأةٌََوَلَوَُأَخٌَأوََْأُخْتٌَفلَِكُلِّ كَافََرَجُلٌَيوُرَثُ

رََكَانوُاَ َبِِاََأَوَْدَيْنٍَغَيػْ َمِنَْبػَعْدَِوَصِيَّةٍَيوُصَىَٰ َۚ لِكََفػَهُمَْشُركََاءَُفيَالثػُّلُثِ أَكْثػَرََمِنَْذََٰ

َُعَلِيمٌَحَلِيمٌَ ََۗوَاللََّّ ََۚوَصِيَّةًَمِنََاللََِّّ َمُضَارٍّ
                                                           
16

 Tim Penerjemah, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, 139. 
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“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-

isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat 

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu 

tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para 

isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan 

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau 

seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing 

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 

yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya 

atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 

syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Penyantun”.(Q.S. An-Nisa‟: 12)
17

 

 

4) Surat an-Nisa‟ ayat 176 sebagai berikut: 

َإِفَِامْرُؤٌَىَلَكََلََ َۚ يْسََلَوَُوَلَدٌَوَلَوَُأُخْتٌَفػَلَهَاَيَسْتػَفْتُونَكََقُلَِاللَََُّّيػُفْتِيكُمَْفيَالْكَلَالَةِ

َفػَلَهُمَاَالثػُّلُثاَفَِممَّ كََانػَتَاَاثػْنػَتػَيْنِ َفإَِفْ َۚ َوَلَدٌ َيرَثِػُهَاَإِفَْلَََْيَكُنَْلَذاَ َوَىُوَ اَنِصْفَُمَاَتػَرَؾََۚ

َالْأنُػْثػَيػََ َحَظِّ َمِثْلُ َفلَِلذَّكَرِ َوَنِسَاءً َرجَِالًا َإِخْوَةً كََانوُا َوَإِفْ َأَفَْتػَرَؾََۚ َاللَََُّّلَكُمْ ُ َيػُبػَينِّ َۗ يْنِ

َشَيْءٍَعَلِيمٌَ َُبِكُلِّ َتَضِلُّواََۗوَاللََّّ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika 

seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan 

mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara 

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli 

waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka 

                                                           
17

 Tim Penerjemah, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, 140. 
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bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang 

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, 

supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu”.(Q.S. An-Nisa‟: 176)
18

 

 

Adapun hadist-hadist yang menjadi sumber atau dasar 

hukum kewarisan Islam diantaranya: 

 

1) Hadis dri Ibnu Abbas yang berbunyi: 

 

واَ لْحِقُ َأَ اؿَ َقَ لَّمَ َوَسَ وِ يْ لَ َُعَ لَّىَاللََّّ َصَ َالنَّبِيِّ نْ َعَ بَّاسٍ َعَ نِ بْ َا نْ عَ

رٍَ َذكََ لٍ َرَجُ َلِأَوْلَى وَ هُ َفػَ يَ قِ اَبَ مَ اَفَ هَ لِ ضََبِأَىْ رَائِ فَ لْ  ا

 

“Dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 

bersabda: "Berikanlah bagian-bagian kepada ahlinya. Sisanya 

adalah hak ashabah untuk laki-laki yang dekat."” (H.R. At-

Tirmidzi No. 2024) 

 

2) Hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi: 

 

َ وَ َوَىُ مِ لْ عِ لْ َا فُ صْ َنِ نَّوُ إِ ا،َفَ وىَ لِّمُ ضََوَعَ رَائِ فَ لْ واَا لَّمُ عَ ػَ َت رَةَ ػْ رَي َىُ بَا َأَ يَا

َأََ وَ ى،َوَىُ سَ نْ نَْيػُ َمِ زعَُ نػْ ػُ َي ءٍ يْ َشَ ؿُ تِيَ وَّ مَّ  أُ

 

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah  faraidh dan ajarkanlah, karena 

sesungguhnya faraidh adalah setengah dari ilmu dan akan 

dilupakan serta akan dicabut dari umatku pertama kali.” (HR. Ibnu 

Majah no. 2719) 
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 Tim Penerjemah, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, 185. 
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Dari ayat-ayat al-Qur‟an diatas yang menjadi dasar hukum 

kewarisan Islam diantaraya membahas tentang pewaris, harta 

waris, para ahli waris serta bagian-bagian yang didapatkan oleh 

ahli waris. kemudian kedua hadis yang menjadi dasar ini berkaitan 

tentang bagaimana kewajiban seseorang dalam mendalami serta 

mempelajari ilmu waris guna menjadi bekal kehidupan baik dalam 

lingkungan keluarga ataupun dalam masyarakat luas. 

c. Rukun dan Syarat Pembagian  Waris  

Dalam hukum Islam terdapat syarat dan rukun terhadap 

suatu hal yang akan kita kerjakan. Syarat dan rukun ini menjadi 

wajib untuk dijalankan dalam setiap hal yang di atur oleh hukum 

Islam. Salah satu contohnya pada hukum kewarisan Islam dimana 

hukum ini memiliki syarat dan rukun tersendiri terhadap masalah 

kewarisan. Oleh karena itu, bilamana salah satu rukun dan syarat 

ini tidak dipenuhi, maka warisan itu tidak sah dan tidak mungkin 

dilaksanakan. Rukun dan syarat pada hukum kewarisan dapat 

diurai sebagai berikut: 

a) Rukun warisan dibagi menjadi 3, yaitu
19

: 

1) Muwarrits ada oalah orang yang mewariskan harta atau 

haknya setelah meninggal dunia 
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 Suryati, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Andi Offset, 2017)., 58. 
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2) Warits atau ahli waris adalah seorang yang berhak 

mendapatkan harta warisan dari pewaris, baik itu melalui 

jalur nasab atau keluarga serta jalur pernikahan.  

3) Mauruts yakni harta warisan yang dimiliki oleh pewaris, 

baik itu berbentuk benda bergerak ataupun tidak bergerak.  

b) Syarat warisan dibagi menjadi 3, yaitu:  

1) Meninggalnya sang pewaris harta. Dalam hal ini 

meninggalnya sang pewaris dapat dibuktikan melalui tiga 

bentuk kematian yaitu secara hakiki, hukmi, dan taqdiri
20

. 

2) Hidupnya ahli waris saat pewaris meninggal atau dapat 

dinyatakan melalui adanya penetapan  oleh majelis hakim
21

. 

3) Diketahuinya arah warisan atau bisa diartikan adanya sebab 

seorang ahli waris dinyatakan sah menurut hukum dan 

berhak untuk mendapatkan warisan
22

 

4) Tidak adanya penghalang dalam warisan. 

d. Pengahalang Waris 

Penghalang kewarisan atau dalam bahasa arab disebut 

sebagai mawaani‟ al-irts adalah penghalang dalam perihal 

mewarisi bukan dalam perihal mewariskan, walaupun terdapat 

sebagian penghalang seperti beda agama dapat menjadi penghalang 

diantara keduanya baik itu warisan atau pewarisan
23

. Penghalang-

                                                           
20

 Wahbah Wahbah M Al-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,”, 350. 
21

 Suryati, Hukum Waris Islam., 39. 
22

 Suryati, Hukum Waris Islam, 59. 
23

 Wahbah Al-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.”, 351. 
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penghalang tersebut menurut kesepkatan para fuqaha yakni 

terdapat tiga penghalang diantaranya: 

a) Perbudakan  

Sesuai dalam ayat al-Qur‟an telah dijelaskan tentang 

tidak cakapnya seorang budak untuk mengurus segala 

bentuk hak milik kebendaan
24

. Penejalasan itu terdapat 

dalam surat An-Nahl ayat 75 yang berbunyi: 

 

َرزِْقاًَ َمِنَّا َرَزَقػْنَاهُ َوَمَنْ َشَيْءٍ َعَلَىَٰ َيػَقْدِرُ َلَا َمَملُْوكًا َعَبْدًا َمَثَلًا َاللََُّّ ضَرَبَ

ََۚبَلَْأَكْثػَرىُُمَْلَاَ حَسَنًاَفػَهُوََيػُنْفِقَُمِنْوَُسِرِّاَوَجَهْراًََۖىَلَْيَسْتػَوُوفَََۚالْحمَْدَُللََِِّّ

 يػَعْلَمُوفََ

 

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 

sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 

sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik 

dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu 

secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah 

mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi 

kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (Q.S. An-Nahl: 

75)
25

 

 

b) Pembunuhan 

Seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan 

dengan sengaja terhadap muwaristnya maka dia tidak akan 

                                                           
24

 Neli Anggraini, “Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan 
antara Mazhab Fikih dan KHI)” (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri  Alauddin 
Makassar, 2019), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14348/  
25
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mendapatkan harta warisan dalam bentuk apapun dari 

kelaurga yang telah ia bunuh
26

. 

c) Perbedaan Agama 

Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli 

waris ini menjadi salah satu penghalang seorang untuk 

mendapatkan warisannya. Seperti contoh bila ada ayah dan 

anak, sang ayah adalah seorang muslim dan si anak adalah 

non-muslim, maka jelas si anak tidak berhak untuk 

mewarisi harta dari si ayah yang telah meninggal, 

begitupun sebaliknya
27

.  

e. Asas-asas dalam hukum kewarisan  

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa asas 

yang menjadi karakteristik atau corak tersendiri yang membedakan 

dengan hukum-hukum yang lainnya. Asas-asas itu diantaranya: 

1) Asas Ijbari: 

Kata “Ijbari” menurut bahasa dapat diartikan sebagai 

kewajiban (compulsory), keharusan ataupun pemaksaan
28

. 

Munculnya asas ijbari ini dalam hukum kewarisan Islam 

memiliki arti bahwasanya pemindahan harta dari seseorang 

yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan 

                                                           
26

 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015),  351. 
27

 Saifuddin Masykuri, Ilmu Faraidl: Pembagian Harta Warisan (Kediri: Santri Salaf Press, 2016)., 
15 
28

 Maimun, Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat (Pamekasan: Duta Media, 2018), 37. 
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sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada 

kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya
29

.  

2) Asas Bilateral 

Kata “Bilateral” dalam kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI) diartikan sebagai prinsip keturunan yang 

memperhitungkan hubungan kekerabtan baik melalui pria 

maupun wanita secara serentak
30

. 

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti  

bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah 

yakni jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan 

perempuan
31

. 

3) Asas Individual 

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat asas 

individual yang berarti bahwa masing-masing ahli waris yang 

mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan 

berkuasa penuh atas harta secara individual.  

4) Asas Keadilan Berimbang  

Dalam asas mini dimana perbandingan bagian laki-

laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali jika halnya dalam 

keadaan tertentu.  

 

 
                                                           
29

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 18. 
30

 Maimun, Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat, 42. 
31

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Islam, 19. 
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5) Asas waris karena kematian  

Asas ini didasarkan karena munculnya perpindahan 

hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris 

mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. 

6) Asas hubungan darah  

Asas yang muncul karena hubungan darah akibat 

perkawinan . 

 

7) Asas Wasiat wajibah 

Anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik 

dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila 

tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau 

sebaliknya, maka ayah atau anak angkat dapat diberi wasiat 

wajibah. 

f. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya 

Dalam kewarisan Islam para ahli waris dibagi menjadi 

beberapa golongan atau tingkatan yang diantaranya:  

1) Ashabul furudh atau dzawil furudh ialah para ahli waris yang 

mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan yang 

ditentukan dalam syara‟. Oleh karenanya, mereka tidak dapat 

tambahan kecuali melalu radd dan tidak dapat dikurangi 

kecuali melalui aul
32

. Yang termasuk dalam dzawil furudh 

yaitu sebagai berikut:  

                                                           
32
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a) Suami 

b) Istri 

c) Anak perempuan 

d) Ayah  

e) Ibu 

f) Cucu perempuan dari anak laki-laki 

g) Saudara perempuan sekandung 

h) Saudara perempuan seayah 

i) Saudara perempuan seibu 

j) Saudara laki-laki seibu 

k) Kakek (Ayah dari ayah) hingga ke atas 

l) Nenek  

2) Ahli Waris Ashabah adalah ahli waris yang tidak menentu 

dalam mendapatkan bagiannya. Hal ini dikarenakan jika ahli 

waris ashabah ini berdiri sendiri dalam pembagian harta 

warisan tanpa adanya ahli waris dzawil furudh maka harta 

warisan itu menjadi kepemilikan seutuhnya, namun jika ahli 

waris ashabah ini bersama ahli waris dzawil furudh maka 

bagian mereka hanyalah sisa dari harta waris setelah dikurangi 

dengan bagian ahli waris dzawil furudh dan jika dalam 

perhtiungan itu tidak ada sisa maka dengan sendirinya ahli 
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waris ashabah tidak mendapatkan bagian dalam harta warisan 

tersebut
33

. Ahli waris ashabah ini diantaranya : 

a) Anak laki-laki 

b) Ayah  

c) Cucu laki-laki 

d) Kakek 

e) Saudara kandung/ seayah laki-laki 

f) Anak saudara kandung / seayah laki-laki 

g) Paman kandung/ seayah 

h) Anak paman kandung/ seayah 

3) Dzawil arham  adalah para kerabat dari pewaris yang bukan 

termasuk dalam golongan dzawil furudh ataupun ashabah baik 

dari jalur perempuan ataupun dari jalur laki-laki. Dzawil arham 

dalam ketentuan nas tidak mendapatkan bagian, namun jika 

pewaris tidak memiliki ahli waris lainnya maka ahli waris 

dzawil arham berhak mendapatkan bagian harta warisan. Ahli 

waris dzawil al-arham terdiri dari
34

: 

a) Anak dari saudara perempuan  

b) Anak perempuan dari saudara laki-laki 

c) Saudara perempuan ibu atau ayah 

d) Saudara ibu  

                                                           
33

 Yulian Delon, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang 
Ditalak Oleh Suami Yang Sedang Sakit” (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sultan 
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e) Ayah dari ibu  

f) Anak perempuan paman  

g) Cucu dari anak perempuan  

 

2. Kewarisan Bertingkat (Munasakhah) 

a. Pengertian  

Dalam bahasa arab kata  ini dapat diartikan sebagai 

memindahkan
35

. Akar kata dari  ialah َنسخ َينسخ, َنسخا,   yang 

dapat diartikan juga sebagai mengutip tulisan atau menghilangkan. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:  

تُمَْتػَعْمَلُوفََ كَُنػْ كَُنَّاَنَسْتػَنْسِخَُمَا ََۚإِناَّ كَِتَابػُنَاَيػَنْطِقَُعَلَيْكُمَْبِالحَْقِّ ذَا َىََٰ

“(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan 

terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh 

mencatat/menyutip apa yang telah kamu kerjakan".(Q.S. Al-

Jasiyah:29)
36

 

 

َمِثَْ َأَوْ هَا َمِنػْ َنََْتَِبَِِيْرٍ َنػُنْسِهَا َأَوْ َآيةٍَ َمِنْ َنػَنْسَخْ َمَا كَُلِّ َاللََََّّعَلَىَٰ َأَفَّ َتػَعْلَمْ َألََْ َۗ لِهَا

 شَيْءٍَقَدِيرٌَ

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan/hilangkan, atau Kami 

jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih 

baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu 

mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu?” (Q.S. Al-Baqarah: 106)
37
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36
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Pengertian menurut istilah ilmu faraidh arti kata ialah 

meninggalnya salah satu ahli waris sebelum terjadinya pembagian 

harta warisan yang menyebabkan adanya pemindahan bagian 

seorang atau beberapa ahli waris kepada ahli warisnya atau dapat 

diakatakan bahwa bagian warisannya langsung berpindah kepada 

ahli waris lainnya
38

.  

Sedangkan konsep kewarisan bertingkat atau munasakhah 

menurut ulama fikih waris Islam. As-Sayyid asy-Syarif, 

menyatakan bahwa munaskhah ini diartikan sebagai “Pemindahan 

sebagian harta waris kepada sebagian ahli waris yang berhak 

menerima setelah adanya kematian dari pewaris, karena 

kematiannya sebelum pembagian harta waris dibagikan”
39

 

Maka munasakhah jika dijabarkan memiliki arti adanya 

sebuah proses pindahnya sebagian harta warisan dari orang atau 

pewaris yang meninggal dunia setelah kasus kematian pertama 

sampai berikutnya atau bertingkat, dan kemudian harta waris itu 

belum dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan perhitungan 

bagian yang didapatkan secara sekaligus kepada ahli waris 

berikutnya. 

 

 

 
                                                           
38
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b. Syarat-syarat Munasakhah 

Sebuah pembagian warisan dapat dikategorikan sebagai 

kewarisan bertingkat atau munasakhah dengan beberapa syarat-

syarat yang diantaranya
40

: 

1) Adanya harta tirkah milik Pewaris yang belum dibagikan 

kepada para ahli waris;  

2) Adanya perpindahan bagian harta dari pewaris kepada ahli 

waris yang berhak atau ahli waris lain yang semula menjadi 

ahli waris dari pewaris pertama;  

3) Adanya dua kematian atau lebih dari beberapa ahli waris 

yang berhak; dan 

4) Adanya pembagian ahli waris yang telah meninggal dunia 

melalui cara mewarisi bukan melalui hibah/ hadiah. 

c. Macam-Macam Munasakhah 

Kewarisan bertingkat atau munasakhah ini juga memiliki 

dua macam keadaan konsep pembagian yang diantaranya:  

1) Ahli waris yang menerima bagian harta dari pewaris 

ketika pewaris meninggal dunia terdahulu, maka ia bisa 

dikatakan ahli waris dari kematian pertama. Munasakhah 

dalam bentuk ini perhitungan pembagian waris 

dilakukan secara biasa melihat kasus yang ada karena 

tidak memerlukan pembagian warisan secara berganda 

                                                           
40
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atau dua tahap. Sehingga pembagiannya cukup dilakukan 

dengan membagikan harta waris kepada ahli warisnya 

yang masih hidup, karena menganggap ahli waris yang 

meninggal dunia tidak hidup pada saat kematian pewaris 

pertama. 

2) Ahli waris yang menerima pemindahan bagian dari 

pewaris yang meninggal dunia belakangan merupakan 

ahli waris dari kematian belakangan bukan ahli waris 

dari kematian terdahulu, dengan catatan adanya kematian 

yang kedua, jika tidak maka ia tidak dapat mewarisi 

harta mayit terdahulu.  

Munasakhah dalam bentuk seperti ini memiliki dua 

tahap penyelesaian. Pertama, harta waris yang meninggal 

pertama dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk ahli 

waris yang meninggal kedua dengan anggapan bahwa ia 

masih hidup pada waktu si pewaris meninggal dunia. 

Kedua, harta waris yang diperoleh orang yang meninggal 

kedua dari pewaris pertama, dibagikan kepada ahli waris 

yang sesuai dengan status dan kedudukan masing-

masing dari pewaris kedua (orang yang meninggal 
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belakangan) melalui perhitungan dengan pembuatan 

table
41

. 

Dalam rujukan lain permasalahan munasakhah ini 

terdapat beberapa kondisi yang dapat dikelompokan sebagai 

berikut
42

: 

1) Seluruh ahli waris terhadap mayit yang kedua ialah ahli 

waris ashabah, yang dalam hal ini juga termasuk dalam ahli 

waris ashabah terhadap mayit pertama. 

2) Seluruh ahli waris terhadap mayit yang kedua ialah ahli 

waris ashabah, yang dalam hal ini juga termasuk menjadi 

ahli waris mayit pertama dan mayit pertama mempunyai 

ahli waris yang telah mendapatkan bagian pasti dan tidak 

ikut menjadi ahli waris terhadap mayit yang pertama 

3) Selain diantara dua kondisi diatas 

3. Teori Maqashid syariah 

a. Pengertian 

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan 

syari'ah. Kata maqashid adalah sejenis jama 'dari maqshad yang 

artinya kesengajaan dan tujuan. Disisi lain maqashid ini juga dapat 

diartikan sebagai al-„adl atau keadilan dan al-tasawuth „adam al-

                                                           

41 Marwah Zakiyah, “Konsep Munasakhah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah” (Undergraduated 
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ifrath wa al-tafrith atau memilih jalan tengah, yang tidak begitu 

longgar ataupun tidak juga begitu sempit. Dari makna-makna ini 

dapat diambil kesimpulan bahwasanya al-qashd  biasa digunakan 

dalam pencarian jalan yang lurus serta kewajiban untuk berpegang 

kepada jalan tersebut
43

.  

Disamping itu terdapat kata syariah yang berasal dari 

mashdar kata syar‟ yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya. Kata syariah juga 

didasari oleh akar kata syara‟a, yasyri‟u, syar‟an yang diartikan 

sebagai memulai sebuah pekerjaan
44

. 

 Dalam pengertian lain bahwa syariah ini berarti sebuah 

jalan menuju sumber air atau dapat dimaksudkan sebagai jalan 

menuju sumber pokok kehidupan
45

. Menurut al-Syatibi yang 

dikutip dalam ungkapannya bahwa sesungguhnya syariat ini 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik didunia 

ataupun di akhirat
46

. Dengan demikian jika digabungkan kedua 

kata ini dapat diartikan maqashid syariah secara bahasa adalah 

tujuan Allah dalam mensyariatkan sebuah hukum. 
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Sedangkan pengertian maqashid syariah secara istilah 

ini tidak semua dari kalangan ulama ushul menjelaskannya secara 

jelas dan tegas. Definisi secara istilah ini hanya didapatkan dari 

ulama-ulama modern yang memberikan dengan berbagai ungkapan 

namun dengan maksud yang sama yakni mengenai tujuan dan 

maksud pensyariatan hukum Islam. Beberapa ulama yang 

memberikan definisi dianataranya
47

: 

a) Syeikh Muhammad Thahir ibn „Asyur memberikan dua 

macam definisi maqashid syariah yakni secara umum 

dan secara khusus.  

1) Definisi secara umum yakni  

 “Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan 

bagi pembuat syariah pada semua syariah atau 

sebagian besarnya”  

2) Definisi secara khusus yakni: 

“Hal-hal yang dikehendaki syari‟ untuk 

merealisasikan setiap tujuan manusia yang 

bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan 

umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka 

secara khusus
48

. 
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b) Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan sebagai makna serta 

sasaran yang disimpulkan kepada semua hukum atau 

tujuan dari sebuah syariat serta rahasia yang ditetapkan 

syari‟ pada setiap hukum-hukumnya
49

. 

c) Imam al-Ghazali memberikan makna maqashid yariah 

secara terminologi yaitu penjagaan terhadap maksud dan 

tujuan syariah sebagai upaya dasar dalam 

mempertahankan hidup, menjaga kesejahteraan umat 

dan menghindari dari faktor-faktor yang menimbulkan 

kerusakan.  

Maka dari beberapa penjelasan dapat diartikan bahwasanya 

secara istilah maqashid syariah ini adalag tujuan-tujuan dan 

rahasia Allah yang dimaksudkan supaya sebuah hukum dapat 

memenuhi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat Islam.  

 

Teori Maqashid al-shari'ah dalam hukum Islam sangat 

penting untuk dipelajari. Hal ini berdasarkan akan beberapa 

pertimbangan yang diantaranya
50

: 

a) Hukum Islam adalah hukum yang diinspirasikan oleh 

Tuhan dan dimaksudkan untuk digunakan oleh manusia. 

Maka dari itu, ia akan selalu menghadapi jaman yang 
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selalu berubah. Dari sudut pandang ini, dapatkah hukum 

Islam utama (Al-Qur‟an dan Sunnah) beberapa ratus 

tahun terakhir beradaptasi dengan perubahan zaman? 

Jawaban atas pertanyaan ini baru bisa diberikan setelah 

mempelajari berbagai unsur hukum Islam serta salah satu 

unsur terpenting adalah teori maqashid syariah. 

b) Dari perspektif sejarah, nabi Muhammad SAW, para 

sahabatnya dan generasi dinasti Muslim semuanya 

memperhatikan teori ini. 

c) Memahami maqashid syariah adalah kunci sukses 

penyelesaian ijtihad oleh para mujatahid, karena atas 

dasar tujuan hukum ini, permasalahan dalam bentuk 

mu‟amalah apapun antar sesama umat manusia dapat 

dikembalikan. 

Dari ketiga pertimbangan diatas bahwasanya setiap 

mujatahid harus mengetahui tujuan hukum untuk mengembangkan 

ide-ide hukum umum dalam Islam dan menjawab masalah hukum 

kontemporer yang permasalahannya tidak secara jelas dijelaskan 

dalam Al-Qur‟an dan Hadis.  

Jika menganalisis semua perintah dan larangan Allah 

dalam Al-Qur‟an, serta perintah dan larangan Nabi dalam Sunah 

yang dirumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya 

memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya 
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memiliki hikmah yang dalam, yakni sebagai berkah dan rahmat 

bagi umat manusia. Berkah dan rahmat dalam hal ini tentu saja 

berarti manfaat atau kemaslahatan bagi manusia
51

. 

Kemaslahatan itu dapat dikelompokan dalam dua bentuk, 

yaitu; yang pertama adalah bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung 

dari sebab akibat atau dalam arti kausalitas. Yang kedua, wujud 

majazi, yaitu wujud yang menimbulkan kemaslahatan. Al-Syatibi 

memandang kemaslahatan dalam dua sudut pandang, yaitu: 

1) Maqashid al-Syar‟i (Tujuan Tuhan ) 

2) Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf) 

Al-Syatibi juga menjabarkan adanya keempat aspek 

dalam maqashid al-Syar‟i. Keempat aspek diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Tujuan pertama dari syariat yaitu kemaslahatan 

manusia baik di dunia ataupun di akhirat 

2) Syariat menjadi sesuatu yang wajib dipahami 

3) Syariat menjadi sebuah hukum taklif yang wajib 

dilakukan 

4) Tujuan syariat juga untuk membawa umat manusia ke 

dalam naungan hukum
52

. 
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Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat 

dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek 

pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi 

menjadi tiga tingkatan : 

1. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana 

kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah 

(agama) maupun aspek duniawi.  Di dalam Islam, maslahat 

dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan 

perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.  

2.  Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang 

diperlukanoleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan 

dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak 

ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak 

sampai merusak kehidupan. 

3.  Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan 

muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan 

kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun 

menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini 

diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia
53

. 
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b. Macam-Macam Maqashid syariah 

Menurut Imam Al-Ghazali maqashid syariah dikemas 

menjadi lima nilai dasar kehidupan atau disebut al-ushul al-

Khamsah yaitu hifz ad-din, hifz al-nafs, hifz al-„aql, hifz al-nasl, 

dan hifz al-mal. Implementasi tujuan maqashid al-Syari‟ah atas 

hikmah maqashid dalam ketentuan kewarisan Islam adalah sebagai 

berikut
54

: 

1) hifz ad-din atau dalam arti yakni memelihara agama. Islam 

telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar 

mempelajari ketentuan kewarisan Islam. Karena hukum 

kewarisan Islam ini merupakan setengah bagian dari 

urusan manusia yang akhirnya manusia juga akan 

meninggal saat itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah 

SAW yang berbunyi : 

ثػَنَا  اللَِ رَسُوْؿَُ قاَؿََ : قاَؿََ ىُرَيػْرةَََ أَبَِ عَنَْ حَوْشَبٍَ بْنَِ شَهْرَِ عَنَْ عَوْؼٌَ حَدَّ

َْ النَّاسََ وَالْفَراَئِضََوَعَلَّمُوْا الْقُرْآفََ تػَعَلَّمُوْا": وَسَلَّمََ عَلَيْوَِ اللَِ صَلّى  فإَِنِّ

 بن محمّد عيسى لأبي . التًمذىَّ سنن وىو الصحيح الجامع{ ."مَقْبػُوْضٌَ

 } .دارعمرافَ:بيروت .سورة بن عيسى
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“Pelajarilah al-Qur‟an dan ajarkanlah kepada orang-

orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah 

kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan 

wafat. (HR.At-Tirmidzi) 

 

Oleh karena itu, mempelajari ilmu faraidh 

merupakan salah satu langkah dalam menjaga agama 

Islam itu sendiri.  

2) hifz al-Nafs atau dalam arti yakni memelihara jiwa hal ini 

melekat dengan diri seorang dalam menjaga eksistensi 

kehormatan diri sendiri. Jika dikaitkan dengan persoalan 

waris aspek perlindungan ini adalah sebagai upaya 

penyelesaian kasus kewarisan ahli waris dan pewaris 

dalam hal penjagaan dirinya terhadap harta. Sehingga 

wajar saja ketika dalam pembagian warisan al-Qur‟an 

telah menentapkan ketentuan pasti dari bagian yang 

diterima dan anjuran saling berbuat baik kepada sesama
55

 

3) hifz al-aql atau yang memiliki arti memelihara akal. 

Konsep Kewarisan Islam memelihara akal diwujudkan 

melalui pentingnya dalam mempelajari hukum Waris 

Islam. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami 

bagian-bagianpara ahli waris sebagaimana mestinya.  

4) hifz al-nasl yang memiliki arti memelihara keturunan. 

Islam memberikan cukup perhatian yang besar terhadap 
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melindungi keluarga dari cacat lemah dan mengayomi 

untuk mewujudkan ketenangan dalam menjamin 

kehidupan keluarga yang rukun melalui memuliakan 

nasab tersebut. Karena pada dasarnya nasab merupakan 

pondasi kekerabatan dalam keluarga yang menopang 

seseorang dalam berakidah, berakhlak dan syari‟at
56

. 

Tujuan syari‟at dari adanya pemeliharaan keturunan 

terealisaikan dalam menjaga keutuhan dan kerukunan 

antar anggota keluarga. Hal ini direalisasikan dari hukum 

kewarisan Islam yang dimana para ahli waris 

mendapatkan sesuai bagiannya masing-masing agar tidak 

terjadinya perpecahan dalam keluarga. 

5) hifz al-mal  yang memiliki arti memelihara harta. Manusia 

di sarankan untuk memanfaatkan harta dengan 

mengusahakan dan mendapatkan harta dengan jalan yang 

lurus dan sesuai dengan syari‟at. Hal ini diisyaratkan agar 

tidak terjadi konflik atau perselisihan antar sesama 

manusia
57

. Tujuan syari‟at atas pemeliharaan harta yakni, 

melakukan pendistribusian harta yang telah ditentukan 

oleh masing-masing bagian ahli waris. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, yakni 

sebuah penelitian yang digunakkan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke 

lapangan atau masyarakat
58

. Hukum empiris merupakan suatu metode penelitian 

hukum yang memiliki fungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan 

meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Sebab penelitian 

ini merupakan penelitian orang yang dalam lingkungan masyarakat maka metode 

penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum 

sosiologis, yaitu hukum yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam 

suatu masyarakat, badan hukum dan pemerintah.59  

2. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang penulis uraikan, maka 

dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat  

menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan 

tingkah laku yang dapat diobservasi
60

. Penelitian kualitatif memiliki pengertian 

sebuah penelitian yang temuannya tidak didapatkan dari prosedur statistik ataupun 
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diakses 30 januari 2021, 08.48 WIB. http://andirustandi.com/baca/386/metode-penelitian-
hukum-empiris- dan-Normatif.html  
60

 Arif Furchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21. 

http://andirustandi.com/baca/386/metode-penelitian-hukum-empiris-%20dan-Normatif.html
http://andirustandi.com/baca/386/metode-penelitian-hukum-empiris-%20dan-Normatif.html


42 
 

 

bentuk hitungan lainnya
61

. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dikarenakan penelitian kualitatif ini erat kaitannya dengan realitas sosial 

serta perilaku kebiasaan manusia. Tujuan penelitian kualitatif adalah menggali 

atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik kenyataan.
62  

Penelitian menjelaskan bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan 

perkara kewarisan bertingkat Studi Kasus yang terjadi Di Desa Pemecutan Kelod, 

Denpasar, Bali melalui Pengadilan Agama Denpasar sebagai Pengadilan Agama 

yang berwenang menangani sesuai yurisdiksinya. Dalam hal ini ada pada 

penetapan  Pengadilan Agama Denpasar No. 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps, sehingga 

hal yang diteliti secara jelas dapat diamati dan dipahami. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang hal yang diteliti dengan cara 

mencatat semua hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Provinsi 

Bali. Hal ini sesuai dengan lokasi dalam penetapan Pengadilan Agama 

Denpasar No. 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps. Yang beralamat di Jl. Cokroaminoto 

No.42, Ubung, Kec. Denpasar, Kota Denpasar, Bali 66131, Indonesia sebagai 

Pengadilan Agama yang berwenang menangani perkara kewarisan bertingkat 

yang terjadi di lingkungan Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali. 
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4. Sumber Data 

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena menggunakan 

subjek dari mana data ini diperoleh. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan 

wawancara dalam pengumpulan datanya melalui informan penelitian yakni 

masyarakat yang merespon dan menjawab pertanyaan peneliti, baik itu berbentuk 

tertulis atapun lisan. Data yang digunakan ini terbagi menjadi dua yang 

diantaranya: 

1. Data primer 

Bahan hukum primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primier 

diperoleh dari hasil interview atau wawancara secara langsung dengan 

subjek peneletian yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian dan saran – 

saran dalam melakukan peneletian. Data ini terdiri dari dua sumber data 

yakni pertama di dapatkan dari salah satu penetapan  Pengadilan Agama 

Kota Denpasar No. 22/ Pdt.P/ 2018/ PA.Dps. Kedua yaitu melalui 

wawancara secara langsung dengan narasumber dari hakim pengadilan 

Agama Denpasar dan ulama di lingkup kota Denpasar. 

2. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berhubungan dengan 

hukum, bukan dokumen resmi. Publikasi hukum mencakup buku teks, 

kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis ataupun artikel hukum yang 

mencakup bahan hukum yang berkaitan
63

. Kegunaan bahan hukum 
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sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah 

mana peneliti melangkah
64

. Adapun beberapa sumber data yang digunakan 

sebagai berikut: 

1) Peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini 

antara lain: 

a. Kompilasi Hukum Islam 

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 

a. Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Depok: 

Rajawali Press, 2017) 

b. Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam. (Malang: 

UMM Press, 2018) 

c. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 

2009) 

3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 

a. Intan Cahyani, “Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari‟ah”, 

Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga, No.2, 

(2014). 

b. Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum 

Islam”, Majalah Ilmiah Sultan Agung, No. 118, (2009). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan 
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baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus 

dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai 

dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Wawancara 

 

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan narasumber
65

. Wawancara dalam hal ini dilakukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian. Wawancara ini juga mempunyai tujuan 

adalah agar narasumber dapat menyampaikan pernyataan yang menjadi 

kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka
66

. Oleh karena itu, data 

dari narasumber dalam hal ini mereka yang terkait dengan perkara 

kewarisan bertingkat, serta hakim dan ulama yang berkompeten dalam 

bidang keilmuan di bidang kewarisan Islam. Narasumber yang ditentukan 

yakni: 

Tabel 1.2 Informan 

No Nama Narasumber Jabatan Profesi 

1. 

Hirmawan Susilo, 

S.H.,M.H. 

Hakim Anggota 

Pengadilan Agama 

Denpasar 

Hakim 

2. 
H. Aris Habibuddin Syah, 

S.Hi., M.H. 

Wakil Ketua Pengadilan 

Bangli 

Hakim 

3. 
Mohammad Anwar 

Hamid, S.Pd.I. 

Wakil Dewan 

Pertimbang Majelis 

Ulama 
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Ulama Indonesia 

Kabupaten Badung 

4. 

DR. Fauzi Hamid Abbas 

Lc, M.Pd.I, 

Ketua Komisi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia 

Provinsi Bali 

Ulama 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam hal ini yaitu metode untuk memperoleh data 

mengenai penelitian. Dalam hal ini, dokumentasi yang diperlukan yaitu 

penetapan  Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps tanggal 15 Maret 2018 dan 

dokumentasi wawancara bersama para narasumber. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara penelusuran guna mendapatkan bahan-bahan hukum 

yang relevan dengan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. 

3. Metode Pengolahan Data 

Setelah pengumpulan bahan hukum, dilanjutkan dengan 

penganalisaan bahan hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan di 

atas, dengan cara:  

a) Edit 

Pada pemeriksaan data ini merupakan pemeriksaan kembali semua 

data data yang telah diperoleh baik dari kelengkapan isi kesesuaian antara 

data yang satu dengan data yang lain untuk menjawab rumusan masalah. 

Dari semua bahan hukum yang dikumpulkan, baik primer, sekunder, dan 

tersier, penulis akan membaca dan merangkum serta memilah-milah poin-

poin utama yang diperlukan dan berkaitan penyelesaian perkara kewarisan 

bertingkat perspektif Maqashid Syariah. Perangkuman bahan hukum ini 

dilakukan agar dapat diambil suatu temuan yang berguna dan memperkuat 
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analisis dalam kelanjutan  proses penulisan penelitian ini. Penulis juga 

memeriksa penggunaan kalimat yang dirasa kurang tepat, dengan tujuan 

untuk mudah dipahami dan menjadi kalimat yang tepat. 

b) Klasifikasi 

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang berasal dari 

wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, pencatatan langsung di 

lapangan. Dari seluruh data yang telah diperoleh, dibaca juga ditelaah 

secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan
67

 

Pengelompokan atau pengklasifikasian dari bahan-bahan hukum adalah 

upaya memisah-misahkan setiap poin ke dalam bagian- bagian yang 

serupa. Poin-poin yang telah dipilah dalam bagian yang serupa harus 

diberi label sehingga relevan dengan judul yang akan diteliti. Dalam hal 

ini peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para 

narasumber untuk mengetahui pandangan hakim dan ulama dalam 

penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dilihat dari perspektif maqashid 

syariah. Tujuan pada proses ini untuk memudahkan peneliti dalam 

memahami data-data penelitian. 

c) Verifikasi 

Data yang didapatkan dari hasil wawancara atau studi dokumen 

mengenai  penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dilihat dari 

perspektif maqashid syariah, peneliti akan mendengarkan dan 

mencocokan kembali data yang didapatkan kemudian diperiksa ulang. 
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Memeriksa ulang data yang telah dikelompokkan dengan teliti dan cermat. 

Tahap ini sangat penting untuk menghindari keraguan dalam riset. Penulis 

akan melihat kembali bahan hukum yang diambil dari berbagai informasi 

yang telah didapat dari berbagai dokumen agar validitas dapat diakui dan 

digunakan dalam penelitian. 

d) Analisis 

Bahan yang didapat kemudian dirumuskan dan dituangkan ke 

konsep perancangan untuk selanjutnya dijadikan dasar inti dalam 

mendapatkan perbedaan dan persamaan. Diawali dengan pemaparan teori 

hukum kewarisan secara umum, pengertian tentang kewarisan bertingkat, 

pengertian tentang Maqoshid Syariah, lalu penjelasan tentang pendapat 

hakim dan ulama penyelesaian perkara kewarisan bertingkat dalam 

perspektif maqashid syariah, kemudian ditutup dengan kesimpulan yang 

bersifat khusus tentang  penyelesaian sengketa kewarisan bertingkat dalam 

prespektif maqashid syariah studi kasus di desa Pemecutan Kelod, 

Denpasar, Bali. 

e) Kesimpulan 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Beberapa data 

yang telah dikumpulkan dengan lengkap dan sudah diolah selanjutnya 

dianalisis. Dalam hal ini adalah hasil dari wawancara yang peneliti 

lakukan terhadap pihak terkait, hakim dan ulama serta didukung oleh 

penetapan  peradilan yang menjadi dasar hadirnya penelitian ini. Langkah 
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ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti dengan meneliti ulang bahan-

bahan yang telah diperoleh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Geografi 

Desa Pemecutan Kelod merupakan salah satu desa yang ada di Kota 

Denpasar. Memiliki luas 727 Ha (7,27 km2 atau 5,68% dari total luas daratan 

Kota Denpasar). Dari luas daratan Kota Denpasar yang sejumlah 127,98 km2. 

Batas-batas desa Pemecutan Kelod adalah sebagai berikut: 

1. Utara  : berbatasan dengan Kelurahan Pemecutan 

2. Timur : berbatasan dengan Desa Dauh Puri Kauh, Desa Pemogan 

3. Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung 

4. Barat  : berbatasan dengan Desa Padang Sambian Kelod dan Desa Tegal 

Harum 

Desa Pemecutan Kelod didirikan pada tanggal 1 Juni 1982, berdasarkan 

Surat Kepenetapan  Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 57 Tahun 

1982. Surat Kepenetapan  ini memperluas wilayah Desa Pemecutan, menjadi dua 

desa dan satu Kelurahan, yaitu: Desa Pemecutan Kelod dan Desa Pemecutan Kaja. 
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Dan Desa induknya menjadi Kelurahan Pemecutan
68

.    

2. Demografi 

Jumlah penduduk Desa Pemecutan Kelod pada tahun 2020 sebanyak 34.449 

jiwa, dan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 35.046 jiwa, meningkat 

1,73%. Besarnya laju pertumbuhan penduduk diduga karena banyaknya penduduk 

yang pindah ke Desa Pemecutan Kelod dalam rangka mencari pekerjaan dan 

sekolah. Mengingat Kota Denpasar dan Desa Pemecutan Kelod secara umum, 

serta posisi ekonominya yang strategis, penting untuk memahami dinamika 

mereka secara keseluruhan. Desa Pemecutan Kelod juga dikenal banyak memiliki 

warga yang memeluk agama Islam, tercatat pada data BPS Kota Denpasar, 

terdapat puluhan ribu lebih pemeluk agama Islam dan sejumlah masjid besar juga 

berdiri di wilayah desa Pemecutan kelod tersebut, itu membuktikan penduduk 

muslim hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat lokal yang 

beragama hindu.  

Dengan melihat data demografis diatas,  bisa kita lihat betapa majemuknya 

kehidupan antar pemeluk agama di desa Pemecutan Kelod, khususnya masyarakat 

muslim didalamnya, maka dari itu pada kesempatan kali ini, penulis memilih 

melakukan penelitian perkara kewarisan bertingkat pada desa Pemecutan Kelod. 

Perkara kewarisan bertingkat merupakan perkara yang spesifik terjadi pada 

kalangan masyarakat muslim. Maka dari itu, perkara kewarisan bertingkat harus 
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diselesaikan melalui proses peradilan pada Pengadilan Agama
69

.  

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara 

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta 

wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka dari itu, perkara kewarisan 

bertingkat yang penulis teliti pada desa Pemecutan Kelod diatas sudah tentu 

bersinggungan dengan Pengadilan Agama Denpasar yang merupakan Pengadilan 

Agama yang memiliki yurisdiksi hukum di wilayah desa Pemecutan Kelod. 

3. Deskripsi Kasus 

a) Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Denpasar 

Peradilan Agama Islam sudah terbentuk sejak ajaran Islam atau para 

penganut Islam berada di Bali, yaitu pada saat kepemimpinan raja-raja di Bali, 

para raja berusaha dalam mempertahankan kekuasaannya dengan cara 

mendatangkan orang-orang Islam untuk masuk kewilayah Bali dengan syarat 

memberikan orang-orang Islam hak hidup dan diperbolehkan untuk menjalankan 

syariat-syariatnya hanya dalam bentuk sederhana dibawah kepemimpinan imam 

sebagai penghulu kampong ata penghulu syara‟. Keberadaan imam-imam syara‟ 

ini berguna untuk kepentingan seluruh masyarakat Islam dalam menyelesaikan 
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sengketa dan perbedaan paham antar masyarakat menurut ketentuan hukum 

syara‟.  

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dibentuk berdasarkan peraturan 

pemerintah nomor 45 tahun 1957. Kemunculan Pengadilan Agama ini juga tidak 

mempengaruhi masyarakat dalam menyelesaikan perkara dan sengketa, karena 

masyarakat masih berpedoman bahwa penyelesaian masalah hanya dapat 

dilakukan bersama para imam-imam syara‟. Para imam-imam ini umumnya 

bertindak menyesuaikan kebutuhan dengan zaman sehingga Islam atau khususnya 

pada Islam fiqh tidak kuat dan tidak dapat memenuhi citra kebudayaan yang 

menyebabkan keraguan Islam atau Islam fiqh dalam tata kehidupan masyarakat. 

Dalam mengatasi problematika yang terjadi di wilayah Bali ini maka pada 

tahun 1965 ditunjuklah 3 (tiga) orang untuk membentuk Pengadilan Agama di 

Denpasar, yaitu K.H. Safia Syarbini, K.H. Abdillah dan Siato. Terbentuknya 

Pengadilan Agama Denpasar ini, maka ketentuan wewenang dalam pradilan 

agama bersifat mutlak umumnya mencakup segala masalah. Permasalahan yang 

berkenaan dengan nikah, talak, ruju‟, fasakh, mahar, maskan, mut‟ah dan 

sebagainya, hak asuh anak (hadhanah), perkara waris maal waris, wakaf, hibah, 

shodaqoh, baitul maal, dan lain sebagainya yang masih terkait dengan itu 

demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan syarat taklik 

talak sudah berlaku. 

Wilayah hukum atau yuridiksi dari Pengadilan Agama Denpasar meliputi 

Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Jembrana dan Karangasem. 
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Pembangunan Gedung Bali Sidang Pengadilan Agama Denpasar didirikan pada 

tahun 1976/1977 dan diresmikan pada tanggal 01 Mei 1977 oleh Ketua MIT 

(PTA) cabang Surabaya dengan alamat di Jalan Imam Bonjol PO BOX 161 

Denpasar dan pada tahun 1978 Pengadilan Agama Denpasar berada dalam 

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang.  

Sekitar tahun 1984 teriring dengan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama 

Mataram maka Pengadilan Agama Denpasar mempunyai yuridiksi Ibukota 

Denpasar Bali kelas I B. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 yang semula 

kelas I B telah naik menjadi kelas I A dan pada tahun 2004  menempati gedung di 

Jalan Cokroaminoto Gg. Katalia I Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, 

Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kodepos 80116., Denpasar, Bali
70

. 

Pengadilan Agama Denpasar telah melaksnakan tugas dan kewenangannya 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama
71

 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkawinan, Wasiat, 

Waris, Hibah,Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syariah.  

b) Gambaran Perkara  

Di dalam perkara Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps kondisinya adalah  

suami sebagai pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta yakni tanah 
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seluas 120 M
2  

serta meninggalkan ahli waris yakni seorang ibu yang menurut 

hukum Islam mendapatkan 1/6 karena pewaris meninggalkan seorang anak. 

Kemudian meninggalkan seorang istri yang secara hukum Islam mendapatkan 1/8 

dikarenakan sang suami meninggalkan anak. Dalam prakteknya, pengaturan 

pembagian harta ternyata berlarut-larut dan tak kunjung selesai, hingga kemudian 

ibu ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta sehingga menimbulkan 

warisan baru. Karena ibu adalah termasuk pada golongan yang kedua dari 

tingkatan ahli waris maka istri tidak dapat menggantikannya. Dengan ini saat 

pembagian harta waris pada tingkatan kedua ini jatuh kepada orang yang memiliki 

hubungan darah dengan si pewaris yaitu saudara kandung pewaris. 

Dalam kasus seperti diatas, maka dapat menggunakan penyelesaian secara 

perdamaian atau takharuj, karena kondisi kasus waris diatas bisa dikatakan tidak 

biasa, artinya kewarisan bertingkat tidak selalu terjadi di tengah masyarakat, 

terlebih lagi jika kondisinya harta yang dimiliki oleh pewaris jumlahnya sedikit. 

Harta pewaris jadi lebih bernilai dan bermanfaat untuk istri dan anak yang 

ditinggalkan, namun jika menggunakan penyelesaian pembagian waris seperti 

biasa, hal ini dikhawatirkan akan mengurangi nilai dan manfaat harta waris yang 

sedikit tersebut. 

 

B. Pendapat Hakim Dan Ulama Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan 

Bertingkat Di Desa Pemecutan Kelod, Denpasar, Bali 

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan empat orang yang 

peneliti pilih sebagai narasumber. Empat orang yang dipilih ini dirasa cukup 

untuk mewakili kepentingan penulis dalam memenuhi data tentang bagaimana 
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pendapat Hakim dan Ulama di Kota Denpasar terkait  penyelesaian perkara 

kewarisan bertingkat. Peneliti menemukan jawaban-jawaban yuridis dan 

sosiologis dari para narasumber tentang saran penyelesaian perkara kewarisan 

bertingkat.  

1. Pendapat Hakim Terkait Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat 

Narasumber pertama adalah seorang Hakim yang bernama Hirmawan 

Susilo, S.H, M.H, beliau adalah hakim anggota di Pengadilan Agama Denpasar. 

Pak Hirmawan menyelesaikan Pendidikan Strata satunya pada Fakultas Hukum di 

Universitas Abdurrahman Saleh pada tahun 1997. Peneliti mendapatkan 

kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau di kantornya pada tanggal 7 

Desember 2021. Beliau telah menjadi hakim sejak tahun 1992, dengan 

pengalaman beliau yang banyak tersebut, peneliti merasa beliau adalah 

narasumber yang kompeten dan tepat untuk menjawab pertanyaan yang peneliti 

ajukan.  

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu “Apa cara-cara yang 

dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara jika dihadapkan dalam kasus 

kewarisan bertingkat?” 

Atas pertanyaan tersebut, beliau menjawab: “iya diperiksa sesuai hukum acara 

aja mas, satu persatu dalam setiap tingkatan kewarisan itu jika tidak dapat 

didamaikan. Jika dapat didamaikan ya menggunakan perdamaian ataupun 

takharuj mas” 

 

 “Apakah konsep perdamaian atau takharuj dapat dijadikan salah satu cara 

menyelesaikan sengketa hak waris?” 

Atas pertanyaan tersebut, beliau menjawab: 



57 
 

 

“Sangat penting kehadirannya tetapi hukumnya tetap mubah, tapi untuk menjadi 

wajib itu tidak ada, seperti halnya sholat tarawih, Nabi takut dianggap wajib, 

maka Nabi Muhammad hanya melakukannya beberapa hari secara berjamaah, lalu 

solat di rumahnya kemudian. Beliau seperti itu agar sesuatu yang sunnah itu 

seberapa pentingnya akan tetap sunnah. Tradisi Mahkamah Agung, sesuatu yang 

penting tapi tidak sampai wajib, menjadi kewajiban seperti wasiat wajibah. 

misalnya contoh kerelaan, tetapi dilakukan sesuai kewajiban adalah wasiat. 

Wasiat itu sunnah, tapi tidak wajib untuk berwasiat. Dalam Kitab Al-Muhalla, 

wasiat berdasarkan Al-Qur‟an, Haqqon Alal Muttaqin, diperintahkan untuk 

wasiat. Namun perintahnya adalah kepada orangnya, bukan dari Hakim
72

.” 

 

Setelah peneliti mendengar jawaban dari narasumber, peneliti menyimpulkan 

bahwasanya narasumber hakim Hirmawan Susilo S.H., M.H, melihat penerapan 

konsep perdamaian ataupun takharuj jika kemudian dijadikan suatu hal yg wajib 

digunakan penyelesaian perkara masih belum dapat dilakukan, karena menurut 

beliau, perdamaian ataupun takharuj harus dilakukan berdasarkan kerelaan, yang 

dimana jika perdamaian atau takharuj diwajibkan, maka dikhawatirkan akan ada 

salah satu pihak yang kurang rela. Namun terlepas dari itu, menerapkan 

perdamaian dan takharuj sebagai salah satu saran penyelesaian sengketa hak waris  

masih dapat digunakan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Untuk mengetahui pembahasan masalah yang lainnya, peneliti menanyakan 

pertanyaan berikutnya kepada narasumber Hakim Hirmawan Susilo S.H., M.H, 

Peneliti bertanya, “Bagaimana pandangan hakim terkait urgensi menerapkan 

konsep perdamaian atau takharuj dalam penyelesaian perkara kewarisan 

bertingkat?” 

Atas pertanyaan itu, beliau menjawab,  
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“--pemanfaatan objek peninggalan, untuk diterapkan menjadi sebuah 

kewajiban, belum ada aturannya. Tapi untuk takharuj, bisa saja. Takharuj 

menjadi sebuah kewajiban belum diatur, tapi diharapkan bisa berdasarkan 

Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemanfaatan tanah peninggalan. Kita ambil 

juga prinsip dari wasiat wajibah, bisa diterapkan menjadi takharuj wajibah 

dalam asas pemanfaatan pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus perkara 

yang diangkat oleh kamu, kita seharusnya jangan sampai terlalu kaku, rumah 

yg sedikit itu tidak berguna apa apa, bisa dijual tapi nanti janda dan yatim ini 

kehilangan tempat tinggalnya
73

.” 

Beliau menambahkan kembali: 

“Kita harus memerhatikan juga dalam Ratio Legis, Ratio Legis sama dengan 

maqashid syariah, meskipun tidak sama asasnya, tapi maknanya mirip. Maka 

pemanfaatan dalam harta pusaka yg nilainya kecil dalam Kompilasi Hukum 

Islam, jika kita memperhatikan Ratio Legis pada wasiat wajibah, maka 

takharuj pun masih bisa menjadi takharuj wajibah. Karena kalau mengikuti 

secara letterlecht, harta waris akan kehilangan manfaatnya, baik dibagi fisik, 

harganya hilang karena sedikit, dijual pun malah membuat kehilangan tempat 

tinggal janda dan yatim. Akhirnya objeknya terbengkalai karena terikat 

sengketa, tidak dipakai juga lama lama jadi tidak ada nilainya
74

.” 

 

Mendengar jawaban dari narasumber, peneliti menyimpulkan bahwasanya 

narasumber Hakim Hirmawan Susilo S.H., M.H, beliau melihat menerapkan 

konsep perdamaian ataupun takharuj dapat menjadi sangat berguna ketika 

digunakan pada penyelesaian suatu perkara sengketa waris yang memiliki kondisi 

khusus dan kompleks, karena ada faktor-faktor eksternal yang terkadang tidak 

bisa dilihat secara gamblang, faktor-faktor yang hadir di belakang layar, ada hal-

hal yang lebih dari sekedar pembagian nominal semata, nyatanya jika seorang 

hakim hanya menerapkan pembagian hak waris secara letterlecht seperti halnya 

pembagian hak waris dalam Al-Qur‟an pada surat An-Nisa ayat 10, 11 dan 12 
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atau dalam Kompilasi Hukum Islam, maka hal-hal seperti asas keadilan 

berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam dikhawatirkan akan terkesampingkan. 

Kemudian narasumber yang kedua yakni peneliti mewawancarai hakim 

yang bernama H. Aris Habiduddin Syah, S.Hi., M.H, beliau sebagai wakil ketua 

Pengadilan Agama Bangli. Pak Aris menyelesaikan Pendidikan Strata satunya 

pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo 

pada tahun 2005. Peneliti mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan 

beliau di kantornya pada tanggal 10 Februari 2022. Beliau telah menjadi hakim 

sejak tahun 2010.  

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu “Apa cara-cara yang 

dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara jika dihadapkan dalam kasus 

kewarisan bertingkat?” 

Atas pertanyaan tersebut, beliau menjawab: “caranya ya sebenanrnya tetap 

kita ikuti apa yang ada dalam hukum acara yang berlaku dengan memeriksa para 

pemohon yang mengajukan permohonan ahli waris ini, namun ada juga dengan 

cara perdamaian ya salah satunya takharuj itu” 

 

Peneliti bertanya kepada beliau terkait “Bagaimana pandangan hakim 

terkait urgensi menerapkan konsep perdamaian atau takharuj dalam penyelesaian 

perkara kewarisan bertingkat?” 

beliau memaparkan jawabannya : 

“Takharuj ini dapat dan boleh dilakukan jika terjadi hal dalam masalah diatas. 

Karena dari hukum dasarnya takharuj ini adalah mubah, tapi hakim tidak bisa 

memaksa untuk melakukan takharuj namun hanya bisa menggiring opini kearah 

kesepakatan kerelaan atau takharuj itu, hal itu pun juga diserahkan kepada 

seorang mediator agar muncul perdamaian atau kerelaan yang terjadi.  Biasanya 

pada akhirnya akan ada sebuah istilah dalam bahasa jawa yaitu ( nyusuk i ) atau 
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mengganti bayaran sebagian jumlah kepada ahli waris dari pengganti ibu yang 

meninggal jika hal itu sesuai dengan masalah yang tadi ya
75

”. 

 

 

Dari jawaban beliau diatas dapat diartikan bahwasanya beliau sebagai 

hakim mengatakan konsep perdamaian ataupun takharuj ini boleh dan dapat 

dilakukan sebagai salah satu cara penyelesaian perkara kewarisan bertingkat 

seperti halnya perkara yang pernah terjadi di salah satu penetapan Pengadilan 

Agama Denpasar. Namun, dikarenakan hukum dasar takharuj ini adalah mubah 

atau boleh maka seorang hakim belum bisa untuk menyarankan apalagi memaksa 

salah satu pihak untuk merelakan bagian warisnya untuk ahli waris yg lain, namun 

Pengadilan hanya bisa menggiring opini melalui mediator pada saat proses 

mediasi untuk menggunakan jalan perdamaian ataupun takharuj dengan cara 

kerelaan atau sebagai contoh dalam perkara yang dijadikan peneliti dalam 

penelitian ini yaitu mengganti bayaran sebagian jumlah kepada ahli waris dari 

pengganti ibu yang meninggal.  

Melihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada Hakim 

terkait bagaimana konsep perdamaian ataupun takharuj sebagai salah satu cara 

penyelesaian perkara kewarisan bertingkat, peneliti menemukan bahwasanya 

hakim beranggapan sekalipun hukum dari takharuj sendiri adalah mubah atau 

boleh, dan belum bisa untuk diwajibkan, dalam realitanya penerapan konsep 

perdamaian ataupun takharuj masih memungkinkan untuk dilakukan, karena 

dengan konsep perdamaian atau takharujlah suatu perkara dengan kompleksitas 

seperti yang peneliti contohkan dapat diputus secara lebih adil. Jika kita melihat 
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penetapan  hakim pada penetapan  Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps, hakim tidak 

menerima permohonan pemohon karena pemohon tidak dapat menghadirkan 

pihak ahli waris yang lain. Lalu pemohon pada akhirnya hanya memilih 

melakukan perundingan diluar pengadilan dengan keluarga yang berujung 

dijualnya harta sengketa ini kepada pihak lain.  Melihat penetapan  tersebut, apa 

yang diputus hakim memang sudah tepat secara hukum, namun jika hakim dapat 

menggunakan konsep perdamaian atau takharuj pada penetapan tersebut, maka 

harta waris yang sedikit ini akan lebih berguna untuk pemohon yang dalam hal ini 

adalah janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Harta berupa rumah itu akan dapat 

ditinggali bersama anak anaknya dan tidak harus dijual kepada pihak lain dan 

membuat mereka tidak ada pilihan lainnya selain pulang ke kampung halaman.  

Dapat kita lihat pada Asas Keadilan Berimbang pada hukum kewarisan 

Islam, asas ini menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan 

keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan
76

.  Dalam 

hal ini adalah keperluan dan kegunaan harta hak waris yang disengketakan 

tersebut. Sebagaimana dalam perkara yang dicontohkan, janda dan anak anaknya 

akan kehilangan tempat tinggalnya beserta kenangan di dalamnya. Padahal dalam 

asas keadilan berimbang dijelaskan, bahwa harus memerhatikan keperluan dan 

kegunaan warisan tersebut, dalam hal ini adalah rumah pemohon. Rumah yang 

menjadi sengketa hak waris ini akan lebih perlu dan berguna bagi janda dan anak 

anaknya dibandingkan jika rumah tersebut dijual dan keuntungan penjualannya 

diberikan kepada mereka dalam bentuk uang.   
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2. Pendapat Ulama Terkait  Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat 

 

Peneliti kemudian bertanya kepada narasumber ketiga, adalah seorang 

Ulama atau pemuka agama Kabupaten Badung yang bernama Mohammad Anwar 

Hamid, S.Pd.I. Beliau menyelesaikan Pendidikan Strata satunya di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Denpasar pada tahun 2013. Peneliti mengadakan pertemuan dengan 

beliau di kediaman beliau pada tanggal 11 Februari 2022. Beliau telah menjadi 

ulama dan menjabat sebagai Musytasar Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Badung serta beliau juga berada dalam kepengurusan Majelis Ulama 

Indonesia Kabupaten Badung sebagai Wakil Dewan Peertimbangan. Melihat 

sepak terjang beliau di MUI Kabupaten Badung dan PCNU Kabupaten Badung, 

peneliti merasa beliau adalah narasumber yang kompeten dan tepat untuk 

menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan.  

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu “Bagaimana 

pandangan Ustadz dalam penyelesaian perkara kewarisan bertingkat?” 

Bapak anwar hamid memberikan penjelesannya: 

“Menurut saya ya mas,  Dalam al-Qur‟an sendiri sudah dijelaskan pembagian ahli 

waris dan bagiannya, hal ini lah yang wajib dilakukakan jika terjadi masalah 

kewarisan bertingkat seperti halnya dalam permasalahan yang mas ceritakan. 

Karena itu menurut Al-Qur‟an maka kita tau sendiri Al-Qur‟an adalah kiblat dari 

hukum syara‟ kita dan pastinya sudah memenuhi rasa keadilan bagi masing-

masing ahli waris sesuai ketentuan besar dan kecil bagian harta warisnya
77

” 

 

Setelah peneliti mendengar jawaban dari narasumber Ulama ini, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwasanya narasumber Ustad Mohammad Anwar Hamid, 
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S.Pd.I. melihat di dalam Al-Qur‟an sudah diatur tentang pembagian dan jumlah 

bagian dari ahli waris. Bagi beliau, selama pembagian hak waris masih bisa 

dilakukan dengan berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Qur‟an, maka itulah 

yang dipakai. 

Narasumber yang keempat, peneliti mewawancarai kembali seorang ulama 

atau pemuka agama di Kota Denpasar. Beliau bernama DR. Fauzi Hamid Abbas 

Lc, M.Pd.I, beliau mengemban pendidikan strata satu di Universitas Islam 

Madinah Saudi Arabia pada tahun 1994. Dalam hal ini beliau aktif sebagai Ketua 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali serta Pembina Masyarakat 

Ekonomi Syariah Bali. Dari segala pendidikan dan pengalaman beliau, peneliti 

memutuskan untuk mewawancarai terkait dengan permasalahan dalam tulisan ini. 

Peneliti mengajukan pertanyaan “Bagaimana pandangan Ustadz dalam 

penyelesaian perkara kewarisan bertingkat?” 

Dari pertanyaan tersebut beliau menjabarkan jawabannya :  

“Terkait dengan permasalahan seperti yang antum sampaikan, pembagian waris 

Islam itu sudah tertuang di Al-Qur‟an ahli waris serta bagian-bagiannya secara 

adil dan merata. Munculnya permlsahan kewarisan bertingkat seperti yang antum 

sampaikan itu bagi saya adalah dengan cara membagi semua terlebih dahulu 

kemudian setelah di bagi, bagian ibu yang meninggal itu menjadi hibah atau 

hadiah kepada janda dan anak yang ditinggalkan oleh si pewaris mas
78

” 

 

Mendengar jawaban dari narasumber ustad diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwasanya beliau menganggap penyelesaian perkara kewarisan 

bertingkat sudah termaktub dalam Al-Qur‟an dan dalam Kompilasi Hukum Islam 

pun sudah dijabarkan, jadi andaipun ada kasus kewarisan bertingkat, maka cara 

yang dilakukan adalah cara sesuai Al-Qur‟an yaitu dibagi sesuai jatahnya, 
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andaipun jika berkenan, maka jatuhnya adalah hibah kepada sang janda dan anak-

anaknya. Jika melihat hal tersebut diaplikasikan pada perkara kewarisan 

bertingkat yang peneliti jadikan contoh dalam penelitian ini, maka harta waris 

yang sedikit itu, akan kehilangan nilainya karena hanya jadi hibah, yang tidak 

seberapa dan lebih bermanfaat jika bentuknya masih berupa rumah. 

Berbeda dengan pendapat Hakim, Ulama berpendapat dalam hasil 

wawancaranya dengan peneliti, bagaimanapun juga haruslah menggunakan 

pembagian harta waris sesuai bagiannya seperti yang ditulis dalam Kompilasi 

Hukum Islam yang dimana dijelaskan dalam Pasal 176 KHI yang berbunyi “Anak 

perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau 

lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak 

perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 

dua.” Dan juga dalam pasal 178 KHI yang berbunyi dalam ayat 1 yakni “Ibu 

mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila 

tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga 

bagian.” Dalam ayat ke-2 berbunyi:” Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa 

sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”. 

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 180 yang berbunyi: “Janda mendapat 

seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris 

meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”. Dan tertulis 

juga dalam Al-Qur‟an pada surat an nisa ayat 11-12. 

 Bahkan ulama yang peneliti wawancarai yakni Ustad Fauzi Hamid Abbas 

beliau menyatakan jikalaupun hendak menggunakan cara perdamaian atau 
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takharuj pun haruslah dibuat seperti pembagian harta waris dalam Kompilasi 

Hukum Islam, yaitu hartanya dijual lalu dibagikan sesuai jatahnya masing-

masing. Peneliti memahami bagaimana Ulama tetap memutuskan lebih 

menggunakan pembagian harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam, namun 

peneliti menganalisis, hal yang Ulama lakukan masih akan sangat relevan jika 

dalam kasus sengketa warisnya tidak terdapat kondisi-kondisi yang tidak umum, 

antara lain, adanya ahli waris yang bertingkat ataupun hartanya yang sedikit. 

Para Ulama sepakat bahwasanya menggunakan pembagian harta waris 

sesuai Al-Qur‟an dan Kompilasi Hukum Islam adalah lebih utama daripada 

menggunakan konsep perdamaian ataupun takharuj. Maka apa yang diputus 

hakim dan apa yang terjadi dengan harta sengketa waris tersebut yang pada 

akhirnya hanya dijual kepada pihak lain adalah bagi para Ulama adalah suatu 

langkah yang tepat. Menurut ulama, harta sengketa tersebut, memang sudah 

seharusnya dijual, untuk kemudian hasil dari penjualannya tersebut dibagikan 

sesuai ketentuan kepada ahli waris.  

Hal ini yang menurut analisis peneliti tidak bisa diterapkan pada jaman 

sekarang, berkembangnya jaman adalah sebuah keniscayaan, kondisi sosial 

ekonomi juga tentu berbeda dari pada saat Al-Qur‟an diturunkan, peneliti 

memercayai hukum Islam diturunkan untuk membuat mudah kehidupan umat 

muslim di dunia ini, khususnya pada perkara kewarisan bertingkat ini, peneliti 

melihat kompleknya kondisi perkara ini adalah suatu hal yang tidak bisa 

dikesampingkan dalam membuat suatu kepenetapan , maka dari itu jika kita hanya 

berpatokan secara letterlecht kepada pembagian hak waris yang termaktub dalam 
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Al-Qur‟an, maka dikhawatirkan kondisi-kondisi yang ada pada saat ini kurang 

dipertimbangkan. Pembagian harta warisan secara damai adalah untuk 

kemaslahatan para ahli waris, hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih  

 إينَماَتكوفَإلدصلحةَفثمَرَشعَالل

Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa apabila sesuatu perbuatan hukum 

menghasilkan kemaslahatan, disanalah Hukum Allah. Hakikat Maslahat adalah 

segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari bencana. 

Kemaslahatan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan secara damai antara 

lain yaitu Persengketaan antara ahli waris berakhir. Berakhirnya persengketaan 

ahli waris, berarti terjalinnya kembali hubungan silaturrahim antara ahli waris. 

Lalu dapat menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa 

warisan berlanjut, maka konflik akan terus ada dalam kehidupan para ahli waris 

yang sedang bersengketa, bahkan konflik keluarga dapat berlanjut kepada anak 

hingga cucunya karena bibit permusuhan akan menurun kepada mereka. 

Begitupun harta warisan segera terbagi dan dapat digunakan oleh semua ahli waris 

dengan secepatnya, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan memberi 

kebahagiaan bagi kehidupan, hal itulah yang menjadi tujuan pewaris yang 

berjuang bekerja memperoleh harta untuk dinikmati anak keturunannya.  

C. Analisis Perbedaan Pendapat Hakim dan Ulama Terkait Penyelesaian 

Perkara Kewarisan Bertingkat Dalam Perspektif Maqashid syariah 

Peneliti melihat realita bahwasanya dalam suatu kasus, terdapat banyak 

kemungkinan yang secara kasat mata tidak terlihat dalam sebuah penetapan . Jika 
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kita hanya membaca bagaimana penetapan  itu berbunyi, terlihat bahwasanya 

hakim sudah tepat memutuskan perkara tersebut. Namun apakah kita bisa melihat 

bagaimana dampak yang terjadi dibelakang layar dari penetapan  tersebut. Dalam 

penetapan  perkara Pengadilan Agama Denpasar nomor 22/Pdt.P/2018/PA Dps, 

hakim memutuskan permohonan penetapan hak waris saat itu dianggap tidak 

dapat diterima karena pemohon tidak dapat mendatangkan ahli waris dari ahli 

waris pertama sepeninggal suaminya dalam hal ini adalah ibu sang suami. 

 Dalam penetapan  Pengadilan Agama Denpasar Nomor 22/Pdt.P/2018/PA 

Dps,  suami sebagai pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang ibu yang 

menurut hukum Islam mendapatkan 1/6 karena pewaris meninggalkan seorang 

anak. Kemudian meninggalkan seorang istri yang secara hukum Islam 

mendapatkan 1/8 dikarenakan sang suami meninggalkan anak. Dalam prakteknya, 

pengaturan pembagian harta ternyata berlarut-larut dan tak kunjung selesai, 

hingga kemudian ibu ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta 

sehingga menimbulkan warisan baru. Karena ibu adalah termasuk pada golongan 

yang kedua dari tingkatan ahli waris maka istri tidak dapat menggantikannya. 

Dengan ini saat pembagian harta waris pada tingkatan kedua ini jatuh kepada 

orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris yaitu saudara kandung 

pewaris.  

Peneliti menggunakan penetapan  Pengadilan Agama Denpasar Nomor 

22/Pdt.P/2018/PA Dps sebagai contoh kasus, peneliti mencoba mencari 

narasumber dari perkara tersebut yang bisa peneliti gunakan untuk mendapatkan 

informasi. Namun seperti yang kita ketahui  bahwasanya Perkara Perdata dalam 
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hal ini sengketa waris adalah sebuah perkara tertutup yang sensitif untuk dibahas. 

Meskipun dengan kondisi seperti itu, peneliti mendapatkan kesempatan untuk 

menemui salah satu pihak yg terkait dengan perkara tersebut. Peneliti melakukan 

wawancara dengan salah satu famili lain yang tinggal di rumah yang menjadi 

sengketa pada perkara tersebut, beliau bernama Bapak Sucipto.  

Dalam ketentuannya, narasumber tidak berkenan untuk diabadikan baik 

berupa gambar atau video. Untuk menghormati hal tersebut, peneliti menyanggupi 

ketentuannya karena hal tersebut menyangkut dengan privasi narasumber. Peneliti 

menanyakan kepada beliau, “Apa yang terjadi dengan harta warisan yang 

disengketakan setelah majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar tidak dapat 

diterima tentang pengajuan penetapan ahli waris pada tanggal 15 Juni 2018 itu 

pak? ” dan beliau menjawab: 

“sebelumya mohon maaf saya ini bukan dari keluarga asli tapi saya ini seperti 

masih dianggap oleh mereka keluarga mas, tapi setau saya mengadakan 

perundingan dengan keluarga untuk melakukan perdamaian di luar pengadilan 

mas, kemudian saya sebagai seorang yang sudah di anggap keluarga di sini 

memutuskan untuk membeli tanah sengketa waris ini mas
79

”  

 

Dilihat dari jawaban beliau peneliti menyimpulkan bahwa setelah tidak 

diterimanya pengajuan penetapan ahli waris oleh majelis hakim Pengadilan 

Agama Denpasar, keluarga melakukan perundingan diluar pengadilan dan hal itu 

berakhir dengan dijualnya harta waris yang berbentuk rumah tersebut kepada 

beliau bapak Sucipto yang dimana masih dianggap sebagai keluarga jauh. 

Kemudian peneliti menanyakan kembali “Bagaimana keadaan sang istri 

dan anak-anaknya setelah rumah satu-satunya yang menjadi sengketa waris di 

jual ke pak sucipto?” beliau menjawab : 
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“iya setau saya mereka pulang kembali ke Tulungagung karena di Bali mereka 

cuman punya rumah yang dijual ke saya ini aja mas
80

”  

 

Dan dari jawaban beliau ini dapat dilihat bahwasanya istri almarhum 

memilih pulang kembali ke kampung halamannya dengan anak-anaknya karena di 

Bali tidak ada lagi harta dan tempat untuk ditinggali dikarenakan terjualnya rumah 

sengketa tersebut kepada famili lain. 

Pada faktanya, sebenarnya bisa kita lihat bahwasanya perkara kewarisan 

bertingkat itu banyak terjadi, biasanya terjadi dengan jumlah keluarga yang besar 

dan bertingkat, selain itu karena terjadi pada keluarga yang besar, rata-rata jumlah 

harta yang diwariskan juga tergolong besar. Seperti dalam kasus yang peneliti 

temukan yaitu perkara 491/Pdt.G/2019/PA.Dps. Berbeda dengan kasus yg 

biasanya terjadi, dalam perkara Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps, bertingkatnya 

hanya satu tingkat dan harta yang diwariskan hanyalah sedikit yaitu sebuah rumah 

di Jalan Gunung Kelimutu Gang XXI Nomor 1Lingkungan/ Banjar Tanten, Desa/ 

Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang 

hanya seluas 120 M
2
.  

Dalam hasil wawancara dengan para hakim. Pendapat Hakim yang 

mengatakan penggunaan konsep takharuj dapat digunakan dalam penyelesaian 

perkara kewarisan bertingkat hadir sesuai dengan pemahaman bahwasanya 

pembagian waris berdasarkan kebutuhan ahli waris, yang dilihat dari tingkat 

kesejahteraan ekonominya, bukanlah konsep yang keluar dari hukum Islam, justru 

konsep ini adalah konsep yang penerapannya sesuai dengan ruh pemberlakuan 
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hukum Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. 

Sebagaimana bunyi kaidah maqashidi yakni Ketetapan hukum-hukum Islam 

bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi hamba, baik untuk konteks duniawi, 

maupun ukhrawi. 

Penerapan konsep takharuj yang disampaikan para hakim menurut 

analisis penulis ini telah sesuai dengan pasal 174 KHI yang berbunyi (1) 

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - 

golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan 

kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau 

janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan 

hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pasal ini  kedudukan seorang 

janda dapat menghalangi atau menmahjub kedudukan saudara laki-laki dalam 

kewarisan yang dimana maka penerapan konsep takharuj dalam persoalan 

kewarisan bertingkat ini menjadi lebih adil dan utama untuk keadilan bagi janda 

dan anak-anaknya.  

Kitab undang-undang hukum perdata juga menjelaskan pada pasal 832 

dijelaksan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris yaitu pada golongan I : 

keluarga yang berada pada garis lurus kebawah diantaranya suami atau istri yang 

ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hiup lebih 

lama. Golongan II diantaranya keluaraga yang berada pada garis lurus ke atas, 

seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. Golongan III terdiri dari 

kakek, nenek serta leluhur.  Golongan IV yaitu anggota keluarga yang berada 
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pada garis ke samping dan keluarga lainnya higga derajat keenam. Jika dikaitkan 

dengan persoalan kewarisan bertingkat seperti yang penulis sampaikan 

penggunaan konsep takharuj menurut hakim ini sudah tepat karena dalam pasal 

832 kitab undang-undang hukum perdata ini bahwa istri atau janda dalam hal ini 

lebih utama mendaptkan harta warisan dari pada golongan-golongan yang lainnya.  

Penulis juga menganalisis dengan perspektif Maqashid syariah, dalam 

Maqashid syariah, kita mengenal dengan Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu 

kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di 

dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. 

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah
81

.  

Peneliti mendapati penyelesaian perkara kewarisan bertingkat yang 

menggunakan takharuj ini akan dapat memenuhi konsep Maqashid Syariah yaitu, 

didalam konsep hifdz al-Din (memelihara agama) dalam Hukum Waris Islam 

dengan berdasarkan ketentuan Allah dalam masalah pembagian kewarisan, ini 

merupakan suatu tanda kepatuhan dan ketaatan seorang hamba terhadap hukum 

hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah swt 

dalam surat an-Nisa ayat 13 yang berbunyi: 

 

َاللَََِّّ ودُ دُ َحُ كَ لْ ۚتِ ََ ارُ هَ ػْ َالْأَن ا هَ تِ َتَحْ نْ َمِ َتَجْرِي نَّاتٍ َجَ وُ لْ خِ دْ َيُ وُ ولَ َوَرَسُ َاللَََّّ عِ طِ َيُ نْ َوَمَ

يمَُ ظِ عَ لْ َا وْزُ فَ لْ َا كَ لِ َوَذََٰ اَۚ يهَ َفِ ينَ دِ الِ  خَ
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“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga 

yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan 

itulah kemenangan yang besar
82

. 

 

Sebagai bentuk ikhtiar untuk tetap mengaplikasikan Hukum Allah dalam 

penyelesaian perkara kewarisan dalam hal ini kewarisan bertingkat maka 

penyelesaiannya juga harus dibarengi dengan penyesuaian kondisi perkara yang 

ada, dan mengaplikasikan penyelesaian secara perdamaian atau takharuj bisa 

menjadi salah satunya.  

Lalu kemudian Konsep Hifdz an-Nasl (memelihara Keturunan) dalam 

masalah kewarisan Islam tentunya dihimbau untuk menjaga keutuhan dan 

kerukunan antar anggota keluarga, dengan cara lebih mengutamakan hubungan 

keluarga dalam pembagian warisan. Ahli waris supaya dapat membagikan harta 

warisan tersebut secara sesuai dengan bagian yang proporsional dan adil sesuai 

kondisi namun tidak lepas dari yang sudah ditetapkan Allah swt sehingga tidak 

terjadi perselisihan dan keributan dalam hubungan keluarga, hal ini penulis 

melihat dapat dilakukan jika penyelesaiannya menggunakan konsep perdamaian 

atau takharuj.  

Kemudian konsep maqashid syariah yang lain adalah Hifdz al-Mal 

(memelihara harta) dengan konsep ini terselenggaranya pembagian harta waris 

yang sudah ditentukan oleh Allah bagian masing-masing ahli waris, dalam hal ini 

penggunaan cara cara penyelesaian secara perdamaian atau takharuj diharapkan 

dapat meminimalisir penguasaan harta warisan yang menguntungkan hanya pada 
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seseorang saja. Harta waris dapat di bagikan dengan melihat faktor kegunaan dan 

kemanfaatan atas harta waris tersebut, sehingga tercapainya keadilan dan 

kemaslahatan kepada pada ahli waris.  

Yang terakhir adalah konsep maqashid syariah yakni Hifdz al-nafs atau 

memelihara jiwa dengan konsep ini maka terselenggaranya pembagian harta waris 

yang sudah ditentukan oleh Allah bagian masing-masing ahli waris, diharapkan 

tidak ada jiwa yang terganggu terutama yakni psikis dari salah satu ahli waris 

yang diakrenakan kekecewaan terhadap hasil dari pembagian waris yang dianggap 

kurang adil  kepada pada ahli waris.  

Menjadikan maqashid syariah sebagai dasar ijtihad dalam permasalahan 

waris dirasa sangatlah tepat, sebab penerapan hukum beradasarkan maqashid 

syariah mengebolarasikan tatanan teks dan konteks, sehingga penerapan 

hukumnya, sangat dirasakan kemanfaatannya. Seperti pesan kaidah Syari‟ 

memberikan beban taklif tidak bertujuan menyulitkan dan menyengsarakan
83

. 

Kemudahan syari‟at Islam dalam pandangan Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili 

adalah anugerah yang diberikan Allah pada orang Islam
84

. Perintah dan keadilan 

adalah tujuan yang mendasar bagi syari‟ah. Berangkat dari nilai dasar ini, hukum 

waris sebagai salah satu syari‟at Islam, juga harus sesuai dengan tujuan 

pemberlakuan hukum (maqashid al-shari‟ah), yakni memberikan keadilan dan 

kesejahteraan bagi ahli waris. Yang dalam hal ini adalah keadilan dan 

kesejahteraan janda dan anak-anaknya.    
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Dalam pandangan Ibnu Ashur penetapan maqhasid al-syari‟ah, ialah 

berdasarkan penelitian illah pada setiap hukum yang berlaku
85

. Dari pengumpulan 

tersebut ada beberapa sifat yang terpilih, yaitu kebutuhan ahli waris dan tingkatan 

ekonomi ahli waris. Dari dua sifat tersebut illah yang pas dan cocok adalah 

tingkatan ekonomi ahli waris (kesejahteraan ahli waris), sebab sifat ini nyata, 

terukur, sesuai, dan bisa diterapkan pada yang lain. Kesejahteraan janda dan anak-

anaknya dalam penetapan  ini adalah yang harus disoroti, karena mereka hanya 

ditinggali harta waris yang tidak banyak, yang sebenarnya mereka adalah pihak 

yang lebih membutuhkan terhadap hak waris yang berupa rumah tersebut daripada 

ahli waris lain, terlebih lagi jika seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap narasumber yang menempati rumah sengketa tersebut saat ini, yang pada 

akhirnya harta waris tersebut berakhir dijual kepada pihak lain lalu janda dan anak 

anaknya diberi sebagian uang hasil penjualannya.  

 Berbeda dengan hakim, Ulama memiliki pendapat bahwasanya 

penggunaan konsep perdamaian atau takharuj tidak dapat digunakan karena masih 

ada cara penyelesaian lain yaitu melalui ketentuan dalam Al Quran yaitu dan 

dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Al-Qur‟an telah disebutkan dalam 

beberapa ayat-ayat Al-Qur‟an terkait tentang pembagian warisan yang 

diantaranya: 

1) Surat an-Nisa‟ ayat 11 sebagai berikut: 
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َمِثْلَُ َللِذَّكَرِ َاللَََُّّفيَأوَْلَادكُِمَْۖ َاثػْنػَتػَيْنََِيوُصِيكُمُ َفػَوْؽَ َنِسَاءً كَُنَّ َفإَِفْ َۚ َالْأنُػْثػَيػَيْنِ حَظِّ

هُمَاَ َمِنػْ َوَاحِدٍ َلِكُلِّ َوَلِأبَػَوَيْوِ َۚ َالنِّصْفُ َفػَلَهَا َوَاحِدَةً كََانَتْ َوَإِفْ َتػَرَؾََۖ َمَا َثػُلُثاَ فػَلَهُنَّ

ََۚفإَِفَْلَََْيَكُنَْلَوَُ كََافََلَوَُوَلَدٌ وَِالثػُّلُثََُۚفإَِفََْالسُّدُسَُممَّاَتػَرَؾََإِفْ وَلَدٌَوَوَرثِوََُأبَػَوَاهَُفَلِأمُِّ

وَِالسُّدُسََُۚمِنَْبػَعْدَِوَصِيَّةٍَيوُصِيَبِِاََأوََْدَيْنٍََۗآبَاؤكُُمَْوَأبَػْنَاؤكُُمَْلَاَ كَافََلَوَُإِخْوَةٌَفَلِأمُِّ

ََۗإَِ ََۚفَريِضَةًَمِنََاللََِّّ كََافََعَلِيمًاَحَكِيمًاتَدْرُوفََأيَػُّهُمَْأقَػْرَبَُلَكُمَْنػَفْعًا َفََّاللَََّّ

 

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 

tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nisa‟: 11)
86

 

 

2) Surat an-Nisa‟ ayat 12 sebagai berikut: 

 

كََافََلَذنََُّوَلَدٌَفػَلَكُمَُالرُّبعَُُممَّ ََۚفإَِفْ َوَلَدٌ يَكُنَْلَذنَُّ اَوَلَكُمَْنِصْفَُمَاَتػَرَؾََأزَْوَاجُكُمَْإِفَْلَََْ

َالرُّبعَُُممَّاَتػَركَْتُمَْإِفَْلَََْيَكُنَْلَكُمَْوََ ََۚوَلَذنَُّ ََۚمِنَْبػَعْدَِوَصِيَّةٍَيوُصِيَنَبِِاََأَوَْدَيْنٍ ََۚلََتػَركَْنَ دٌ

َوَإِفََْ َۗ َأَوَْدَيْنٍ َمِنَْبػَعْدَِوَصِيَّةٍَتُوصُوفََبِِاَ َالثُّمُنَُممَّاَتػَركَْتُمَْۚ كََافََلَكُمَْوَلَدٌَفػَلَهُنَّ فإَِفْ
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هُمَاَالسُّدُسََُۚفإَِفََْ َوَاحِدٍَمِنػْ كََلَالَةًَأوََِامْرَأةٌََوَلَوَُأَخٌَأوََْأُخْتٌَفلَِكُلِّ كَافََرَجُلٌَيوُرَثُ

رََكَانوُاَ َبِِاََأَوَْدَيْنٍَغَيػْ َمِنَْبػَعْدَِوَصِيَّةٍَيوُصَىَٰ َۚ لِكََفػَهُمَْشُركََاءَُفيَالثػُّلُثِ أَكْثػَرََمِنَْذََٰ

َُعَلِيمٌَحَلِيمٌَ ََۗوَاللََّّ ََۚوَصِيَّةًَمِنََاللََِّّ َمُضَارٍّ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-

isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat 

dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu 

tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para 

isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan 

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau 

seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing 

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 

yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya 

atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) 

syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Penyantun”.(Q.S. An-Nisa‟: 12)
87

 

 

Selain dalam Al-Qur‟an, Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan 

dalam beberapa pasalnya yakni dalam pasal 176 KHI yang berbunyi: “Anak 

perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau 

lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak 

perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 

dua.
88

” Kemudian dilanjutkan dalam pasal 178 KHI yang berbunyi dalam ayat 1 

yakni “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau 
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lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 

sepertiga bagian.” Dalam ayat ke-2 berbunyi:” Ibu mendapat sepertiga bagian 

dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan 

ayah
89

”. Setelah itu dalam pasal 180 yang berbunyi: “Janda mendapat 

seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris 

meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”
90

. 

Kedua hal tersebut tentunya tidaklah salah, namun jika menggunakan 

cara penyelesaian yang dimaksud Ulama, maka dikhawatirkan akan hilangnya 

keadilan dan kesejahteraan terhadap ahli waris.  

Jika dilihat berkembangnya berbagai pemikiran mengenai waris tersebut, 

disebabkan munculnya beragam masalah, dan kondisi yang berbeda dengan 

situasi Islam di masa Nabi. Para pemikir Islam menggangap bahwa hukum Islam 

yang sudah ada, tidak cocok jika diterapkan di masa modern, ketika tatanan 

zaman telah berubah. Jika dipaksakan, menurut mereka, hukum Islam akan 

kehilangan wibawa, dan akan ditinggalkan oleh umat Islam sendiri, karena 

dianggap tidak mencerminkan sikap adil
91

. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti 

menekankan dapat diterapkannya konsep perdamaian ataupun takharuj pada kasus 

kewarisan bertingkat, terlebih lagi dalam kasus yang peneliti jadikan contoh yaitu 

perkara No. Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps. Karena peneliti melihat 

kompleksnya kasus ini dimulai dari ahli waris yang bertingkat lalu disertai dengan 

                                                           
89

 pasal 178 Kompilasi Hukum Islam 
90

  pasal 180  Kompilasi Hukum Islam 
91

 Abdul Aziz, “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam 
Tinjauan Maqashid syariah”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, vol. 8 no. 1 (2016): 
57   http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah  
 

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah


78 
 

 

sedikitnya harta yang dibagi. Berbeda cerita mungkin jikalau hartanya banyak, 

namun pada prinsipnya, kasus dengan tingkat kerumitan seperti ini, agar siapapun 

pemohonnya, bagaimanapun keadanya, berapapun jumlah harta warisnya, 

keadilan dan kesejahteraanya tetap dapat mereka rasakan, dan mempertimbangkan 

penyelesaian secara perdamaian atau menerapkan takharuj bisa dijadikan suatu 

pilihan. 

Maka dari kedua perbedaan pendapat hakim dan ulama ini, penulis 

memilih pendapat hakim yang menggunakan perdamaian atau takharuj. Dalam 

hal ini menurut analisis penulis bahwa penerapan konsep takharuj di dalam 

persoalan perkara kewarisan bertingkat dengan harta yang sedikit ini menjadi 

lebih utama dan adil bagi janda dan anak-anaknya karena telah sesuai dengan apa 

yang ada dalam pasal 174 KHI dan dalam Kitab Undang-undang hukum perdata 

pada pasal 832 yang dimana keduanya menyatakan bahwa seorang istri atau janda 

dalam hal ini dapat menmahjub atau menghalangi kedudukan ahli waris terutama 

saudara dari pewaris. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneiltian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai   

penyelesaian perkara kewarisan bertingkat perspektif maqashid Syariah menurut 

pandangan hakim dan ulama, dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwasanya Hakim 

memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Ulama terkait 

penyelesaian perkara kewarisan bertingkat di Desa Pemecutan Kelod, 

Denpasar, Bali. Hakim berpendapat bahwa penyelesain perkara kewarisan 

bertingkat ini jika tidak dapat didamaikan maka diselesaiakan sesuai 

dengan hukum acara perdata yang ada, namun jika dapat dimaiakan maka 

menggunakan konsep perdamaian atau takharuj. Berbeda dari Hakim, 

Ulama berpendapat bahwasanya sekalipun penggunaan perdamaian 

ataupun takharuj itu boleh atau mubah, maka tetap saja yang harus 

digunakan dalam memutuskan suatu perkara hak waris haruslah 

berdasarkan system kewarisan Islam seperti yang ada di dalam Al-Qur‟an 

dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena selama masih dapat 

digunakan pembagian secara yang ada dalam al-Qur‟an dan dalam 

Kompilasi Hukum Islam, maka itu akan didahulukan.  

2. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya perbedaan 

antara Hakim dan Ulama terhadap penyelesaian perkara kewarisan 
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bertingkat. Hakim berpendapat penyelesaian perkara kewarisan bertingkat 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun jika memperhatikan kondisi 

kewarisan bertingkat itu sendiri lalu jumlah hartanya, maka menerapkan 

perdamaian atau takharuj kiranya lebih dapat mengakomodir terjaminnya 

konsep hifdz al-nafs,  hifdz al-mal , hifdz al-nasl dalam maqashid syariah 

juga dapat tercapai yaitu terjaganya hubungan baik antara ahli waris, 

terjaganya harta warisan, dan terjaganya jiwa setiap ahli waris karena 

pembagian waris dapat dilakukan dengan adil dan tepat dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor kegunaan dan kemanfaatan atas hak 

waris tersebut serta penerapan konsept takharuj  ini telah sesuai dengan 

pasal 174 KHI dan Kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan 

bahwa janda dapat mengahalangi atau menmahjub kedudukan dari 

golongan lain yakni saudara dari pewaris. Sekalipun ulama berbeda 

pendapat dengan hakim, namun pada kenyataanya, kehadiran ulama 

dengan pendapatnya yang berbeda tersebut, yang mengatakan 

menggunakan cara-cara penyelesaian yang sesuai Al-Qur‟an dan 

Kompilasi Hukum Islam selama masih bisa dilakukan maka harus 

didahulukan, adalah juga bentuk hifz al-din, yaitu menjaga kepatuhan 

terhadap hukum hukum Allah. Namun peneliti menilai hal tersebut akan 

mengurangi kemaslahatan karena dikhawatirkan ada pihak yang merasa 

tidak adil karena Ulama tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 

ada dalam suatu perkara tersebut. Faktor-faktor yang bisa membuat 
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renggang hubungan antar ahli waris karena kurangnya rasa keadilan dan 

hilangnya manfaat atas hak waris tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diambil agar dapat 

tercapainya rasa keadilan dan menjaga kesejahteraan mereka-mereka yang 

mengalami sengketa hak waris dalam hal ini perkaran kewarisan 

bertingkat, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi para Hakim, hakim sebaiknya dapat memberikan informasi secara 

transparan kepada setiap pihak yang bersengketa hak waris bahwasanya 

untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan suatu masalah, juga untuk  

mempertimbangkan kegunaan suatu harta warisan yang mungkin pada satu 

perkara nilainya tidaklah lebih berharga jika dijual lalu hanya menjadi 

uang yang tidak seberapa, maka bisa menggunakan pendekatan 

penyelesaian secara perdamaian atau takharuj, memberikan informasi 

kepada para pihak yang berperkara tentang hal ini tentunya tetap dengan 

memperhitungkan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan 

Islam, agar kemudian dapat tercapainya konsep maqashid syariah yaitu 

antara lain memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara keturunan, memelihara harta. 

2. Hakim dan ulama dapat lebih terbuka dengan kondisi kondisi yang setiap 

harinya semakin berkembang di jaman globalisasi ini, dimana setiap kasus 

sengketa hak waris yang muncul ke permukaan akan semakin beragam 

juga disertai dengan kondisi yang tidak biasa. Yang mana jika terus hanya 
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berpegang pada teori (letterlecht) pada Al-Qur‟an dan Kompilasi Hukum 

Islam, tanpa melihat kondisi di lapangan, maka dikhawatirkan akan 

menghilangkan rasa keadilan dan berkurangnya kemaslahatan karena 

terjadinya sengketa yang berkepanjangan antara sesama sanak saudara. 
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